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KOMIS! PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG

PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 321 ayat (5),

Mengingat:

dan Pasal 370 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, dan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf s
serta Pasal 119 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan
Pemekaran,

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5316);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 182);

4, Peraturan . . .



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Nomor 01 Tahun
2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2013 tentang Tata Cara Penetapan Dapil dan Alokasi
Kursi Setiap Dapil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun
2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun
2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia
Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2014,

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun
2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum,

Perolehan . . .



Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon
Terpilih dalam Pemillhan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI  PEMILIHAN  UMUM TENTANG
PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA DAERAH INDUK DAN
PEMEKARAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1,

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan
paling akhir.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU,
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri yang melaksanakan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP
Aceh, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas

melaksanakan . . .
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melaksanakan Pemilu di provinsi.

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP
Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang
bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

Daerah Induk adalah provinsi atau kabupaten/kota yang
Daerahnya terbentuk dari provinsi atau kabupaten/kota
sebelum pemekaran yang sebagian wilayahnya tidak
menjadi daerah pemekaran sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah.

Daerah Pemekaran adalah provinsi atau kabupaten/kota
yang dibentuk dari sebagian wilayah provinsi atau
kabupaten/kota sebelum pemekaran yang berupa
kabupaten/kota atau kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk,
selanjutnya disebut DPRD pada Daerah Induk, adalah
DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk yang
keanggotaanya ditata kembali berdasarkan hasil Pemilu
Terakhir.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah
Pemekaran, selanjutnya disebut DPRD pada Daerah
Pemekaran, adalah DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota
pada Daerah Pemekaran yang pengisian keanggotaannya
berdasarkan hasil Pemilu Terakhir.

Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu, selanjutnya
disebut DPW/DPD/DPC atau sebutan lainnya, adalah
ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan
Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan
lainnya yang setara di tingkat provinsi atau
kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai
Politik peserta Pemilu yang bersangkutan.

Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi, selanjutnya disebut
DCT DPRD Provinsi, adalah daftar calon tetap anggota
DPRD Provinsi pada Pemilu Terakhir yang digunakan

sebagai . . .



sebagai dasar penetapan calon terpilih dalam penataan
keanggotaan DPRD Provinsi Induk dan pengisian
keanggotaan DPRD Povinsi Pemekaran.

12. Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya
disebut DCT DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon
tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu
Terakhir yang digunakan sebagai dasar penetapan calon
terpilih dalam penataan keanggotaan DPRD
Kabupaten/Kota Induk dan pengisian keanggotaan DPRD
Kabupaten/Kota Pemekaran.

13. Daerah Pemilihan, selanjutnya disebut Dapil, adalah
wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan
wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah
administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai
kesatuan wilayah/Daerah berdasarkan jumlah penduduk
untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar
pengajuan calon oleh pimpinan Partai Politik peserta
Pemilu dan penetapan calon terpilih.

14. Bilangan Pembagi Penduduk, selanjutnya disebut BPPd,
adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian
jumlah penduduk suatu provinsi atau kabupaten/kota
dengan jumlah kursi DPRD Provinsi atau DPRD
Kabupaten/Kota yang bersangkutan, untuk menentukan
jumlah alokasi kursi anggota DPRD pada Daerah Induk
dan Pemekaran.

15. Bilangan Pembagi Pemilihan, selanjutnya disebut BPP,
adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian
jumlah suara sah seluruh Partai Politik peserta Pemilu
dan suara sah calon dengan jumlah kursi di setiap Dapil,
untuk menentukan jumlah perolehan kursi masing-
masing Partai Politik peserta Pemilu setiap Dapil di
Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk dan Provinsi atau
Kabupaten /Kota Pemekaran.

16. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyelenggaraan Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
pada Daerah Induk dan Pemekaran berpedoman pada asas:

a. mandiri. . .
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(1)

(2)

mandiri;

jujur;

adil;

kepastian hukum;
tertib penyelenggara Pemilu,;
kepentingan umum;
keterbukaan;
proporsionalitas;
profesionalitas;
akuntabilitas;
efisiensi;

efektivitas; dan

aksesibilitas.

Pasal 3

Penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada
Daerah Induk dan Pemekaran, dilakukan sampai
dengan 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan
Pemilu berikutnya.

Masa jabatan anggota DPRD pada Daerah Pemekaran,
berakhir bersamaan dengan anggota DPRD pada Daerah
Induk pada saat anggota DPRD hasil Pemilu berikutnya
mengucapkan sumpah janji.

Pasal 4

Penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah
Induk dan Pemekaran meliputi kegiatan penetapan setiap
Dapil untuk:

a.
b.

C.

jumlah dan alokasi kursi;

perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu dan Calon;

BPP dan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu;
dan

calon terpilih berdasarkan hasil Pemilu Terakhir.

Pasal 5. ..



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 5

Penetapan jumlah dan alokasi kursi setiap Dapil anggota
DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran, didasarkan
pada jumlah penduduk yang ditetapkan oleh KPU dalam
pelaksanaan Pemilu Terakhir.

Alokasi kursi setiap Dapil sebagaimana ayat (1), dapat
berjumlah kurang dari 3 (tiga) atau lebih dari 12 (dua
belas) kursi.

Jumlah dan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 6

Dapil anggota DPRD Provinsi Induk dan Pemekaran
adalah kabupaten/kota, gabungan kabupaten/kota atau
bagian kabupaten/kota.

Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota Induk dan
Pemekaran adalah kecamatan, gabungan kecamatan,
atau bagian kecamatan.

Pasal 7

Penetapan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Induk
dan Pemekaran menggunakan DCT anggota DPRD pada
Pemilu Terakhir.

BAB II
PENYELENGGARA

Bagian Kesatu

Komisi Pemilihan Umum

Pasal 8

Dalam penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada
Daerah Induk dan Pemekaran, KPU:

a. menetapkan. ..



(1)

(2)

menetapkan jumlah kursi anggota DPRD dan alokasi
kursi setiap Dapil pada Daerah Induk dan Pemekaran
dengan Keputusan KPU;

melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kepada
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
pada Daerah Induk;

melakukan koordinasi dan memantau pelaksanaan
penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada
Daerah Induk dan Pemekaran;

melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat
pusat;

meneliti kebenaran proses penataan dan pengisian
keanggotaan DPRD Provinsi Induk dan Pemekaran
sebelum disampaikan nama-nama calon terpilih kepada

Menteri Dalam Negeri melalui gubernur pada Provinsi
Induk;

menyampaikan pemberitahuan hasil penelitian proses
penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi
Induk dan Pemekaran kepada KPU Provinsi/KIP Aceh;

mengoreksi hasil penetapan calon terpilih anggota DPRD
pada Daerah Induk dan Pemekaran yang dilakukan oleh
KPU Provinsi/KIP Aceh.

Bagian Kedua
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
Pada Daerah Induk

Pasal 9

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
pada Daerah Induk melaksanakan penataan dan
pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan
Pemekaran.

Penataan dan pengisian keanggotaan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3
(tiga) tahap, yaitu:

a. tahap. ..



a. tahap persiapan;
b. tahap pelaksanaan; dan

c. tahap penyelesaian.

Pasal 10

Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (2) huruf a, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota pada Daerah Induk:

a.

melakukan koordinasi dengan pemerintah
daerah/instansi terkait;

melakukan koordinasi dengan pengurus Partai Politik
peserta Pemilu pada Daerah Induk sesuai tingkatannya;

menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan
penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada
Daerah Induk dan Pemekaran;

melaksanakan sosialisasi tata cara penataan dan
pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan
Pemekaran;

mempelajari regulasi terkait:

1. Undang-Undang tentang pembentukan pemekaran
provinsi, kabupaten dan kota;

2. Peraturan Daerah tentang pembentukan kecamatan
atau desa/kelurahan pemekaran;

3. Keputusan KPU tentang penataan jumlah dan
alokasi kursi setiap Dapil anggota DPRD Provinsi
atau Kabupaten/Kota, serta penetapan Dapil dan
alokasi kursi setiap Dapil anggota DPRD
Pemekaran;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian
keanggotaan DPRD Provinsi pada Pemilu Terakhir
atau Keputusan Gubernur tentang peresmian
keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu
Terakhir.

menyiapkan berita acara, sertifikat dan DCT DPRD
Provinsi dan DCT DPRD Kabupaten/Kota sebagai bahan

rapat . ..
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rapat Pleno:

1.

Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi
Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
atau Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian
Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan
Pemekaran (Model EA Induk/Pemekaran atau Model
EB Induk/Pemekaran);

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Setiap Kabupaten/Kota atau Kecamatan di
Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi
atau Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan
Pemekaran (Model DC-1 DPRD Provinsi Induk dan
Pemekaran atau Model DB-1 DPRD Kabupaten
Induk dan Kabupaten/Kota Pemekaran);

Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai
Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan
DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Pada Daerah
Induk dan Pemekaran (Model EA-1 Induk dan
Pemekaran atau Model EB-1 Induk dan Pemekaran)

beserta lampirannya,

Pernyataan Keberatan Saksi dan/atau Kejadian
Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara dan
Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih
Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada
Daerah Induk dan Pemekaran (Model EA-2
Induk/Pemekaran atau Model EB-2
Induk/Pemekaran);

Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi
atau Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan
Pemekaran (Model EA-3 Induk dan Pemekaran atau
Model EB-3 Induk dan Pemekaran);

6. DCT...
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6. DCT DPRD Provinsi atau DCT DPRD
Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir tiap Dapil
yang telah disahkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh
dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk.

Pasal 11

Dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk:

a.

melaksanakan rapat Pleno untuk melakukan kegiatan
penataan dan pengisian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 untuk Daerah Induk dan Pemekaran,;

mengundang Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota serta DPD/DPW/DPC atau sebutan
lainnya dalam rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada
huruf a;

mengundang Bawaslu Provinsi, apabila Panwaslu
Kabupaten/Kota telah berakhir masa kerjanya pada saat
KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk
melaksanakan rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada
huruf b;

melaksanakan penataan dan pengisian keanggotaan
DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran untuk setiap
Dapil;

menyusun dan menetapkan perolehan suara setiap
Partai Politik peserta Pemilu, perolehan suara anggota
DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran di setiap Dapil
berdasarkan hasil Pemilu Terakhir;

menetapkan BPP untuk setiap Dapil anggota DPRD pada
Daerah Induk dan Pemekaran;

menetapkan perolehan kursi setiap Partai Politik peserta
Pemilu dan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah
Induk dan Pemekaran,;

melaksanakan koordinasi dengan lembaga peradilan dan
pimpinan Partai Politik peserta Pemilu apabila calon

terpilih . . .
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terpilih anggota DPRD pada Daerah Induk dan
Pemekaran dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
lembaga peradilan karena melakukan tindak pidana
umum yang diancam dengan pidana penjara S5 (lima)
tahun atau lebih, tindak pidana khusus atau tindak
pidana Pemilu;

menetapkan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah
Induk dan Pemekaran berdasarkan DCT anggota DPRD
pada Pemilu Terakhir;

menyampaikan Berita Acara penetapan perolehan suara
dan kursi Partai Politik peserta Pemilu serta penetapan
calon terpilih anggota DPRD kepada KPU 1 (satu) tingkat
di atasnya untuk dilakukan penelitian kebenaran proses
penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah
Induk dan Pemekaran;

mengoreksi hasil penetapan calon terpilih anggota DPRD
pada Daerah Induk dan Pemekaran yang dilakukan oleh
KPU 1 (satu) tingkat di bawahnya.

menyampaikan nama calon terpilih anggota DPRD pada
Daerah Induk dan Pemekaran kepada calon terpilih yang
bersangkutan melalui pimpinan Partai Politik peserta
Pemilu setelah dilakukan penelitian kebenaran proses
penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah
Induk dan Pemekaran oleh KPU setingkat di atasnya;

menyampaikan nama-nama calon terpilih anggota DPRD
pada Daerah Induk dan Pemekaran:

1. untuk anggota DPRD Provinsi kepada Menteri
Dalam Negeri melalui gubernur di Provinsi Induk
dengan tembusan kepada penjabat gubernur di
Provinsi Pemekaran setelah dilakukan penelitian
oleh KPU setingkat di atasnya;

2. untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada
gubernur melalui bupati/walikota di
Kabupaten/Kota Induk dengan tembusan kepada
penjabat  bupati/walikota  di Kabupaten/Kota
Pemekaran setelah dilakukan penelitian oleh KPU

Provinsi . . .
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Provinsi/KIP Aceh.

mengumumkan nama-nama calon terpilih anggota DPRD
pada Daerah Induk dan Pemekaran di papan
pengumuman yang mudah dilihat dan dijangkau
masyarakat, serta laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk.

Pasal 12

Dalam tahap penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) huruf ¢, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota pada Daerah Induk:

a.

menyusun  dan menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD
pada Daerah Induk dan Pemekaran kepada KPU atau
KPU Provinsi/KIP Aceh dalam bentuk soft file dan hard
file, meliputi:

1. Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi
Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
atau Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian
Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan
Pemekaran (Model EA Induk/Pemekaran atau Model
EB Induk/Pemekaran);

2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Setiap Kabupaten/Kota atau Kecamatan di
Tingkat Provinsi atau Kabupaten/ Kota Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi
atau Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan
Pemekaran (Model DC-1 DPRD Provinsi Induk dan
Pemekaran atau Model DB-1 DPRD Kabupaten
Induk dan Kabupaten/Kota Pemekaran);

3. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai
Politik Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan
DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Pada Daerah
Induk dan Pemekaran (Model EA-1 Induk dan
Pemekaran atau Model EB-1 Induk dan Pemekaran);

4. Rincian . . .
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4. Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai
Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi atau
Kabupaten/Kota Serta Peringkat Suara Sah Calon
Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada
Daerah Induk dan Pemekaran (Lampiran I Model
EA-1 Induk dan Pemekaran atau Lampiran 1 Model
EB-1 Induk dan Pemekaran);

5. Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi
atau Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan
Pemekaran (Lampiran 1I Model EA-1 Induk dan
Pemekaran atau Lampiran II Model EB-1 Induk dan
Pemekaran);

6. Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian
Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara dan
Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih
Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada
Daerah Induk dan Pemekaran (Model EA-2
Induk/Pemekaran atau Model EB-2
Induk/Pemekaran);

7. Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi
atau Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan
Pemekaran (Model EA-3 Induk dan Pemekaran atau
Model EB-3 Induk dan Pemekaran);

8. Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi
atau Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan
Pemekaran (Model EA-5 Induk dan Pemekaran atau
Model EB-5 Induk dan Pemekaran).

b. menyusun dan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada KPU.

Pasal 13 ...



o

Pasal 13

Dalam melakukan penataan dan pengisian keanggotaan
DPRD, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota pada Daerah Induk dibantu oleh Sekretariat
KPU Provinsi/KIP Aceh dan  Sekretariat KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

Pasal 14

(1) KPU melakukan penelitian terhadap proses penataan
dan pengisian yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP
Aceh pada Daerah Induk.

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan penelitian terhadap
proses penataan dan pengisian yang dilakukan oleh
KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk.

(3) Dalam hal terdapat koreksi terhadap proses penataan
dan pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk
dan Pemekaran oleh KPU setingkat di atasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
menindaklanjuti dan melakukan pembetulan.

BAB III
PENETAPAN JUMLAH DAN ALOKASI KURSI

Pasal 15

(1) KPU menata kembali jumlah kursi dan alokasi kursi
setiap Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk dan
Pemekaran.

(2) KPU menata jumlah kursi dan alokasi kursi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan tidak melakukan
pemecahan Dapil.

(3) Penataan jumlah kursi dan alokasi kursi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
KPU.

Pasal 16 . ..
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Pasal 16

KPU menata jumlah kursi dan alokasi kursi setiap
Dapil, memerhatikan:

a.

Dapil anggota DPRD pada Pemilu Terakhir yang
seluruh kabupaten/kotanya atau kecamatannya
menjadi bagian Provinsi atau Kabupaten/Kota
Induk, kabupaten/kota atau kecamatan tersebut
ditetapkan sebagai 1 (satu) Dapil pada Provinsi atau
Kabupaten/Kota Induk;

Dapil anggota DPRD pada Pemilu Terakhir yang
seluruh kabupaten/kotanya atau kecamatannya
menjadi bagian wilayah Provinsi atau
Kabupaten/Kota Pemekaran, kabupaten/kota atau
kecamatan tersebut ditetapkan sebagai 1 (satu)
Dapil pada Provinsi atau Kabupaten/Kota
Pemekaran.

Penyebutan nama Dapil anggota DPRD pada Daerah

Induk dan Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tidak dilakukan perubahan.

Pasal 17

Jumlah kursi DPRD Provinsi Induk dan Pemekaran

ditetapkan paling banyak 100 (seratus) kursi.

Jumlah kursi DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

a.

provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan
1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 35
(tiga puluh lima) kursi;

provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari
1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga
juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima)
kursi;

provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari
3.000.000 (tigajuta) sampai dengan 5.000.000 (lima
juta) jiwa memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima)
kursi;

d. provinsi . . .
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(2)
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d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari
5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000
(tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam
puluh lima) kursi;

e. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari
7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000
(sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh
puluh lima) kursi,

f. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari
9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan
11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi
85 (delapan puluh lima) kursi; dan

g. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari
11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi
100 (seratus) kursi.

Pasal 18

Jumlah kursi DPRD pada Kabupaten/Kota Induk dan
Kabupaten/Kota Pemekaran ditetapkan paling kurang 20
(dua puluh) kursi dan paling banyak S0 (lima puluh)
kursi.

Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai
dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh
alokasi 20 (dua puluh) kursi;

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih
dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000
(dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua
puluh lima) kursi;

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih
dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan
300.000 (tiga ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi
30 (tiga puluh) kursi;

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih
dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan
400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi

35 (tiga . . .
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35 (tiga puluh lima) kursi,

e. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih
dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan
500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi
40 (empat puluh) kursi;

f. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari
500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan
1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45
(delapan puluh lima) kursi; dan

g. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih
dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi
50 (lima puluh) kursi.

Pasal 19

Jumlah penduduk yang digunakan sebagai dasar dalam
penetapan jumlah kursi dan alokasi kursi setiap Dapil,
adalah jumlah penduduk pada wilayah yang menjadi
bagian Daerah Induk atau Pemekaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Jumlah penduduk pada Daerah Pemekaran, diperoleh
dari jumlah seluruh penduduk pada Pemilu Terakhir,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan
jumlah penduduk yang tetap menjadi bagian wilayah
Induk.

Pasal 20

Jumlah kursi yang dialokasikan untuk setiap Dapil
anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan
Pasal 18 ayat (1), ditentukan berdasarkan jumlah
penduduk di setiap Dapil dibagi dengan BPPd.

BPPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh
dari hasil bagi jumlah penduduk di Daerah Induk atau
Pemekaran dengan jumlah kursi DPRD pada Daerah
Induk atau Pemekaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5.

(3) Apabila . . .
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(3) Apabila dalam pembagian kursi setiap Dapil anggota
DPRD pada Daerah Induk atau Pemekaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) masih terdapat sisa kursi yang
belum teralokasi, sisa kursi tersebut dialokasikan
kepada Dapil yang memiliki sisa penduduk paling
banyak secara berurutan sampai sisa kursi DPRD pada
Daerah Induk atau Pemekaran tersebut terbagi habis.

(4) Sisa kursi yang belum teralokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), diperoleh dari hasil pengurangan jumlah
kursi DPRD pada Daerah Induk atau Pemekaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan jumlah
kursi yang sudah teralokasi pada seluruh Dapil anggota
DPRD pada Daerah Induk atau Pemekaran.

BAB IV

PENATAAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PADA DAERAH INDUK

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 21

Anggota DPRD pada Daerah Induk adalah Anggota Terpilih
dari Dapil pada hasil Penataan Anggota DPRD pada Daerah
Induk.

Bagian Kedua

Penetapan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan
Calon

Pasal 22

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
pada Daerah Induk menetapkan perolehan suara sah
Partai Politik peserta Pemilu dan perolehan suara sah
anggota DPRD di Dapil pada Daerah Induk.

(2) Penetapan . .
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Penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan perolehan
suara sah Partai Politik peserta Pemilu, anggota DPRD
dan calon anggota DPRD di Dapil pada Pemilu Terakhir.

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
pada Daerah Induk menetapkan perolehan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan
dalam rapat Pleno KPU.

Pasal 23

Dalam rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (3), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota pada Daerah Induk melakukan
pemisahan perolehan suara sah Partai Politik peserta
Pemilu, dan suara sah calon anggota DPRD pada Pemilu
Terakhir pada kabupaten/kota atau kecamatan yang
menjadi bagian wilayah provinsi atau Kabupaten/Kota
pada Daerah Induk untuk setiap Dapil.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sah
Partai Politik peserta Pemilu, dan suara sah calon
anggota DPRD pada Daerah Induk yang telah dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap Dapil
dituangkan dalam:

a. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi
Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Model
DC-1 DPRD Provinsi Induk);

b. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota
Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran
(Model DB-1 DPRD Kabupaten Induk).

Pasal 24

Dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Partai . . .
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Partai Politik peserta Pemilu, dan suara sah calon anggota
DPRD pada Daerah Induk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota harus memerhatikan kabupaten/kota atau
kecamatan yang semula tergabung dalam 1 (satu) Dapil di
Provinsi atau Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir
seluruhnya menjadi bagian wilayah Provinsi atau
Kabupaten/Kota Induk:

a. perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu di seluruh
kabupaten/kota atau kecamatan tersebut dimasukkan
ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai
Politik peserta Pemilu di Dapil anggota DPRD pada
Daerah Induk;

b. perolehan suara sah calon anggota DPRD pada Daerah
Induk di seluruh kabupaten/kota atau kecamatan
tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil
penghitungan suara calon anggota DPRD pada Daerah
Induk di Dapil anggota DPRD pada Daerah Induk.

Bagian Ketiga

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu

Pasal 25

(1) Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik
peserta Pemilu pada setiap Dapil dilakukan dengan
menetapkan BPP DPRD pada Daerah Induk.

(2) Penetapan angka BPP dilakukan dengan cara membagi
seluruh suara sah Partai Politik peserta Pemilu hasil
penataan di Dapil DPRD pada Daerah Induk dengan
jumlah alokasi kursi hasil penataan di Dapil tersebut.

Pasal 26

Setelah ditetapkan BPP DPRD pada Daerah Induk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan
penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di
setiap Dapil.

Pasal 27 . ..
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Pasal 27

Penetapan penghitungan perolehan kursi setiap Partai
Politik peserta Pemilu pada setiap Dapil anggota DPRD pada
Daerah Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
dilakukan dengan cara:

a. Tahap Pertama:

1.

menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta
Pemilu di setiap Dapil, dengan cara membagi
jumlah suara sah yang diperoleh setiap Partai
Politik peserta Pemilu dengan angka BPP DPRD
pada Daerah Induk;

apabila jumlah suara sah Partai Politik peserta
Pemilu sama atau lebih besar dari pada angka BPP,
Partai Politik peserta Pemilu tersebut diberikan
sejumlah kursi dengan kemungkinan masih
terdapat sejumlah sisa suara Partai Politik peserta
Pemilu yang akan dihitung dalam penghitungan
kursi Tahap Kedua,;

apabila jumlah suara sah Partai Politik peserta
Pemilu lebih kecil dari pada angka BPP, Partai
Politik peserta Pemilu yang bersangkutan tidak
memperoleh kursi, sehingga jumlah suara sah
Partai Politik peserta Pemilu tersebut dikategorikan
sebagai sisa suara Partai Politik peserta Pemilu
yang akan dihitung dalam penghitungan kursi
Tahap Kedua, bersama-sama dengan sisa suara
Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud
pada angka 2, yaitu dalam hal masih terdapat sisa
kursi di Dapil tersebut yang belum terbagi.

b. Tahap Kedua:

Dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang

belum terbagi sebagaimana dimaksud pada huruf a

angka 3 satu demi satu berturut-turut, dimulai dari

Partai Politik peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara

paling banyak sampai sisa kursi tersebut habis dibagi.

Pasal 28 . ..
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Pasal 28

Apabila jumlah Partai Politik peserta Pemilu yang
mempunyai sisa suara sama lebih banyak dari pada
jumlah sisa kursi yang belum terbagi, sisa kursi
tersebut dibagikan kepada Partai Politik peserta Pemilu
yang memiliki suara yang lebih merata penyebarannya di
kabupaten/kota atau kecamatan pada Dapil tersebut.

Partai Politik peserta Pemilu dinyatakan memiliki
sebaran sisa suara sah lebih merata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), apabila Partai Politik peserta
Pemilu memiliki selisih suara terkecil antara 1 (satu)
kabupaten/kota atau kecamatan dengan
kabupaten/kota atau kecamatan lainnya pada Dapil
tersebut.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 29

Penetapan calon terpilih anggota DPRD setiap Dapil
pada Daerah Induk didasarkan atas perolehan kursi
Partai Politik peserta Pemilu dan suara sah calon yang
tercantum dalam DCT anggota DPRD setiap Dapil hasil
Pemilu Terakhir.

Penetapan calon terpilih anggota DPRD setiap Dapil
pada Daerah Induk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak
pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh
setiap calon anggota DPRD sesuai perolehan kursi Partai
Politik peserta Pemilu pada Dapil yang bersangkutan.

Pasal 30

Apabila Partai Politik peserta Pemilu memperoleh
sejumlah kursi di suatu Dapil anggota DPRD pada
Daerah Induk melebihi jumlah calon yang tercantum
dalam DCT DPRD Provinsi atau DCT DPRD
Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir, kursi di Dapil
tersebut dialokasikan kepada calon yang belum

dinyatakan . . .
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dinyatakan terpilih dari Partai Politik peserta Pemilu
yang sama yang mewakili Dapil lain dalam Provinsi atau
Kabupaten/Kota Induk yang wilayahnya berbatasan
langsung secara geografis dalam 1 (satu) Provinsi atau
Kabupaten/Kota Induk dan masih memenuhi syarat
calon.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil terdekat
yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) nama calon terpilih diambilkan
dari Dapil yang jumlah penduduknya terbanyak.

Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon
terpilih dari Dapil lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diajukan oleh DPD/DPW atau DPC Partai Politik
peserta Pemilu di Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk
kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota pada Daerah Induk, dan nama calon
dicoret dari DCT DPRD Provinsi atau DCT DPRD
Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir.

Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon
terpilih dari Dapil lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), adalah nama calon yang menduduki peringkat suara
terbanyak berikutnya dan masih memenubhi syarat calon.

Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD pada
Daerah Induk di Dapil yang berbatasan langsung secara
geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Provinsi
atau DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir
pada Dapil terdekat berikutnya dalam 1 (satu) Provinsi
atau Kabupaten/Kota pada Daerah Pemekaran dan
masih memenuhi syarat calon.

Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nama calon
terpilih diambil dari DCT DPRD Provinsi atau DCT DPRD
Kabupaten/Kota pada Dapil terdekat berikutnya dalam
1 (satu) Daerah Pemekaran yang berbatasan secara
geografis dan masih memenubhi syarat calon.

Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), Partai
Politik peserta Pemilu pada Daerah Induk dapat

mengajukan . . .
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mengajukan calon dari Dapil anggota DPR atau DPRD
Provinsi yang mewakili provinsi atau kabupaten/kota
tersebut dan masih memenuhi syarat calon.

Pasal 31

Dalam hal suatu Dapil DPRD pada Daerah Induk
seluruh calon tidak memperoleh suara, penetapan nama
calon terpilih diambil dari DCT anggota DPRD pada
Pemilu Terakhir yang mewakili Dapil lain pada Pemilu
Terakhir yang wilayahnya berbatasan langsung secara
geografis dalam 1 (satu) Daerah Induk dan masih
memenuhi syarat calon.

Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon
terpilih dari Dapil lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diajukan oleh DPD/DPW atau DPC Partai Politik
peserta Pemilu di Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk
kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota pada Daerah Induk, dan nama calon
dari Dapil lain tersebut dicoret dari DCT DPRD
Provinsi atau DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu
Terakhir.

Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon
terpilih dari Dapil lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), adalah nama calon yang menduduki peringkat suara
terbanyak berikutnya dan masih memenuhi syarat calon.

Apabila tidak ada calon anggota DPRD pada Daerah
Induk yang memperoleh suara di Dapil yang berbatasan
langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD
Provinsi atau DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu
Terakhir pada Dapil terdekat berikutnya dalam 1 (satu)
Provinsi atau Kabupaten/Kota Pemekaran dan masih
memenuhi syarat calon.

Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon
terpilih dari Dapil terdekat berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), adalah nama calon yang
menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya dan
masih memenuhi syarat calon.

Apabila tidak ada calon anggota DPRD pada Daerah
Induk yang memperoleh suara di Dapil terdekat

berikutnya . . .
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berikutnya dalam 1 (satu) Provinsi atau Kabupaten/Kota
Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nama
calon terpilih diambil dari DCT setingkat di atasnya yang
Dapilnya melingkupi wilayah pada Pemilu Terakhir.

Pasal 32

Penetapan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah
Induk ditetapkan melalui rapat Pleno dengan
mengundang;:

a. DPW/DPD/DPC atau sebutan lainnya; dan

b. Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau Panitia
Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.

Hasil penetapan calon terpilih anggota DPRD pada
Daerah Induk dituangkan dalam berita acara penetapan
perolehan suara dan kursi Partai Politik peserta Pemilu
serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi
atau Kabupaten Kota hasil penataan dan pengisian pada
Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran.

Hasil Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada:

a. DPW/DPD/DPC atau sebutan lainnya;
b. KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh,;

c. Badan Pengawas Pemilu atau Badan Pengawas
Pemilu Provinsi.

Hasil Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diumumkan secara luas kepada masyarakat,
melalui media massa cetak, media elektronik dan/atau
pengumuman lainnya.

Dalam hal KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan
koreksi atas penetapan calon terpilih anggota DPRD
pada Daerah Induk 1 (satu) tingkat di bawahnya, maka
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
wajib menindaklanjutinya dalam rapat Pleno yang
dihadiri oleh undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Nama-nama calon terpilih anggota DPRD pada Daerah

Induk . ..
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Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan oleh:

a. KPU Provinsi/KIP Aceh pada Daerah Induk kepada
Menteri Dalam Negeri melalui gubernur pada
Provinsi dan Kabupaten/Kota Induk, dengan
tembusan kepada KPU.

b. KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk
kepada gubernur melalui bupati/walikota pada
Kabupaten/Kota Induk, dengan tembusan kepada
KPU Provinsi/KIP Aceh.

Pasal 33

Dalam hal terdapat calon terpilih meninggal dunia,
mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi
anggota DPRD, dan terbukti melakukan tindak pidana
Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, penggantian calon terpilih dilakukan
berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon
Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V

PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PADA DAERAH PEMEKARAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 34

Anggota DPRD pada Daerah Pemekaran adalah Anggota
Terpilih dari Dapil pada hasil Pengisian Anggota DPRD
Pemekaran.

Bagian . . .
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Bagian Kedua

Penetapan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Calon

Pasal 35

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
pada Daerah Induk menetapkan perolehan suara sah
Partai Politik peserta Pemilu dan perolehan suara sah
calon anggota DPRD di Dapil pada Daerah Pemekaran.

Penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan perolehan
suara sah Partai Politik peserta Pemilu, dan suara sah
calon anggota DPRD di Dapil pada Pemilu Terakhir.

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
pada Daerah Induk menetapkan perolehan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan
dalam rapat Pleno KPU.

Pasal 36

Dalam rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (3), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota pada Daerah Induk melakukan
pemisahan perolehan suara sah Partai Politik peserta
Pemilu, dan perolehan suara sah calon anggota DPRD
pada Pemilu Terakhir pada kabupaten/kota atau
kecamatan yang menjadi bagian wilayah provinsi atau
kabupaten/kota pada Daerah Pemekaran untuk setiap
Dapil.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sah
Partai Politik peserta Pemilu, dan perolehan suara sah
calon anggota DPRD hasil Pemilu Terakhir yang telah
dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
setiap Dapil dituangkan dalam:

a. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi
Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD

Provinsi . . .
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Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Model
DC-1 DPRD Provinsi Pemekaran);

b. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota
Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan Pemekaran
(Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Pemekaran).

Pasal 37

Dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Partai Politik peserta Pemilu, dan suara sah calon anggota

DPRD pada Daerah Pemekaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota pada Daerah Induk harus memerhatikan
kabupaten/kota atau kecamatan yang semula tergabung
dalam 1 (satu) Dapil di Provinsi atau Kabupaten/Kota pada
Pemilu Terakhir seluruhnya menjadi bagian wilayah Provinsi
atau Kabupaten/Kota Pemekaran:

a.

(1)

perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu di seluruh
kabupaten/kota atau kecamatan tersebut dimasukkan
ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai
Politik peserta Pemilu di Dapil anggota DPRD pada
Daerah Pemekaran;

perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi atau
Kabupaten/Kota di seluruh Kabupaten/Kota atau
Kecamatan tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi
hasil penghitungan suara calon anggota DPRD pada
Daerah Pemekaran di setiap Dapil pada pada Daerah
Pemekaran.

Bagian Ketiga

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu

Pasal 38

Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik
peserta Pemilu pada setiap Dapil dilakukan dengan

menetapkan . . .
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menetapkan BPP DPRD pada Daerah Pemekaran.

(2) Penetapan angka BPP dilakukan dengan cara membagi
seluruh suara sah Partai Politik peserta Pemilu hasil
penataan di Dapil DPRD pada Daerah Pemekaran dengan
jumlah alokasi kursi hasil penataan di Dapil tersebut.

Pasal 39

Setelah ditetapkan BPP DPRD pada Daerah Pemekaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk
melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik
peserta Pemilu di setiap Dapil.

Pasal 40

Penetapan penghitungan perolehan kursi setiap Partai Politik
peserta Pemilu pada setiap Dapil anggota DPRD pada Daerah
Pemekaran dilakukan dengan cara:

a. Tahap Pertama:

1. menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta
Pemilu di setiap Dapil, dengan cara membagi
jumlah suara sah yang diperoleh setiap Partai
Politik peserta Pemilu dengan angka BPP DPRD
pada Daerah Pemekaran;

2. apabila jumlah suara sah Partai Politik peserta
Pemilu sama atau lebih besar dari pada angka
BPP, Partai Politik peserta Pemilu tersebut diberikan
sejumlah kursi dengan kemungkinan masih
terdapat sisa suara Partai Politik peserta Pemilu
yang akan dihitung dalam penghitungan kursi
Tahap Kedua;

3. apabila jumlah suara sah Partai Politik peserta
Pemilu lebih kecil dari pada angka BPP, Partai
Politik peserta Pemilu yang bersangkutan tidak
memperoleh kursi, sehingga jumlah suara sah
Partai Politik peserta Pemilu tersebut dikategorikan
sebagai sisa suara Partai Politik peserta Pemilu
yang akan dihitung dalam penghitungan Kkursi

tahap . ..
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tahap kedua bersama-sama dengan sisa suara
Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud pada angka 2, yaitu dalam hal masih
terdapat sisa kursi di Dapil tersebut yang belum
terbagi.

Tahap Kedua:

Dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang
belum terbagi sebagaimana dimaksud pada huruf a
angka 3, satu demi satu berturut-turut, dimulai dari
Partai Politik peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara
paling banyak sampai sisa kursi tersebut habis dibagi.

Pasal 41

Dalam penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 perolehan

suara calon anggota DPRD pada Daerah Pemekaran,

diikutsertakan/dimasukkan sebagai suara Partai Politik

peserta Pemilu.

(1)

(2)

Pasal 42

Apabila jumlah Partai Politik peserta Pemilu yang
mempunyai sisa suara sama lebih banyak dari pada
jumlah sisa kursi yang belum terbagi, sisa kursi tersebut
dibagikan kepada Partai Politik peserta Pemilu yang
memiliki suara yang lebih merata penyebarannya di
kabupaten/kota atau kecamatan pada Dapil tersebut.

Partai Politik peserta Pemilu dinyatakan memiliki
sebaran sisa suara sah lebih merata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), apabila Partai Politik peserta
Pemilu memiliki selisih suara terkecil antara 1 (satu)
kabupaten/kota atau kecamatan dengan
kabupaten/kota atau kecamatan lainnya pada Dapil
tersebut.

Bagian . . .
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(2)

(1)

(2)

-39-

Bagian Keempat

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 43

Penetapan calon terpilih anggota DPRD setiap Dapil
pada Daerah Pemekaran didasarkan atas perolehan
kursi Partai Politik peserta Pemilu dan suara sah calon
yang tercantum dalam DCT anggota DPRD setiap Dapil
hasil Pemilu Terakhir.

Penetapan calon terpilih anggota DPRD setiap Dapil
pada Daerah Pemekaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak
pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh
setiap calon anggota DPRD sesuai perolehan kursi
Partai Politik peserta Pemilu pada Dapil yang
bersangkutan.

Pasal 44

Apabila Partai Politik peserta Pemilu memperoleh
sejumlah kursi di suatu Dapil DPRD pada Daerah
Pemekaran melebihi jumlah calon yang tercantum dalam
DCT DPRD Provinsi dan DCT DPRD Kabupaten/Kota
pada Pemilu Terakhir, kursi di Dapil tersebut
dialokasikan kepada calon yang belum dinyatakan
terpilih dari Partai Politik peserta Pemilu yang sama yang
mewakili Dapil lain dalam provinsi atau kabupaten/kota
pada Daerah Pemekaran yang wilayahnya berbatasan
langsung secara geografis dalam 1 (satu) provinsi atau
kabupaten/kota pada Daerah Pemekaran dan masih
memenuhi syarat calon.

Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon
terpilih dari Dapil lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diajukan oleh DPD/DPW atau DPC Partai Politik
peserta Pemilu di Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk
kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota pada Daerah Induk, dan nama calon
dari Dapil lain tersebut dicoret dari DCT anggota

DPRDY.. ...



(3)

(4)

()

(6)

(1)

(2)

L

DPRD pada Pemilu Terakhir.

Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon
terpilih dari Dapil lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), adalah nama calon yang menduduki peringkat suara
terbanyak berikutnya dan masih dinyatakan memenuhi
syarat calon.

Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD pada
Daerah Pemekaran di Dapil yang berbatasan langsung
secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Provinsi atau
DCT DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir pada
Dapil terdekat berikutnya dalam 1 (satu) provinsi atau
kabupaten/kota pada Daerah Induk dan masih
memenuhi syarat calon.

Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nama calon
terpilih diambil dari DCT DPRD Provinsi atau DCT DPRD
Kabupaten/Kota pada Dapil terdekat berikutnya dalam
1 (satu) Daerah Induk yang berbatasan secara geografis
dan masih memenuhi syarat calon.

Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), Partai
Politik peserta Pemilu pada Daerah Induk dapat
mengajukan calon dari Dapil anggota DPR atau DPRD
Provinsi yang mewakili provinsi atau kabupaten/kota
tersebut dan masih memenuhi syarat calon.

Pasal 45

Dalam hal suatu Dapil DPRD pada Daerah Pemekaran
seluruh calon tidak memperoleh suara, penetapan nama
calon terpilih diambil dari DCT anggota DPRD pada
Pemilu Terakhir yang mewakili Dapil lain pada Pemilu
Terakhir yang wilayahnya berbatasan langsung secara
geografis dalam 1 (satu) Daerah Pemekaran dan masih
memenuhi syarat calon.

Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon
terpilih dari Dapil lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diajukan oleh DPD/DPW atau DPC Partai Politik

peserta . . .



(3)

(4)

(5)

6)

(1)

ina.

peserta Pemilu di provinsi atau kabupaten/kota dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk kepada
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
pada Daerah Induk, dan nama calon dari Dapil lain
tersebut dicoret dari DCT DPRD Provinsi dan DCT
DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir.

Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon
terpilih dari Dapil lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), adalah nama calon yang menduduki peringkat suara
terbanyak berikutnya dan masih dinyatakan memenuhi
syarat.

Apabila tidak ada calon anggota DPRD pada Daerah
Pemekaran yang memperoleh suara di Dapil yang
berbatasan langsung secara geografis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), nama calon terpilih diambil
dari DCT DPRD Provinsi dan DCT DPRD
Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir pada Dapil terdekat
berikutnya dalam 1 (satu) provinsi atau kabupaten/kota
pada Daerah Induk dan masih dinyatakan memenuhi
syarat calon.

Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon
terpilih dari Dapil terdekat berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), adalah nama calon yang
menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya dan
masih dinyatakan memenuhi syarat calon.

Apabila tidak ada lagi calon anggota DPRD pada Daerah
Pemekaran yang memperoleh suara di Dapil terdekat
berikutnya dalam 1 (satu) provinsi atau kabupaten/kota
pada Daerah Induk sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), nama calon terpilih diambil dari DCT setingkat di
atasnya yang Dapilnya melingkupi wilayah pada Pemilu
Terakhir.

Pasal 46

Penetapan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah
Pemekaran ditetapkan melalui rapat Pleno dengan
mengundang:

a. DPW/DPD/DPC atau sebutan lainnya; dan

b. Badan . ..
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(3)

(4)

(5)

(6)
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b. Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau Panitia
Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.

Hasil penetapan calon terpilih anggota DPRD pada
Daerah Pemekaran dituangkan dalam berita acara
penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik
peserta Pemilu serta penetapan calon terpilih anggota
DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota hasil penataan dan
pengisian pada Provinsi atau Kabupaten/Kota Induk dan
Pemekaran.

Hasil Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada:

a. DPW/DPD/DPC atau sebutan lainnya,;
b. KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh;

c. Badan Pengawas Pemilu atau Badan Pengawas
Pemilu Provinsi.

Hasil Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diumumkan secara luas kepada masyarakat,
melalui media massa cetak, media elektronik dan/atau
pengumuman lainnya.

Dalam hal KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan
hasil koreksi penetapan calon terpilih anggota DPRD
pada Daerah Pemekaran 1 (satu) tingkat di bawahnya,
maka KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota wajib menindaklanjutinya melalui
rapat Pleno yang dihadiri oleh undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Nama-nama calon terpilih anggota DPRD pada Daerah
Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan oleh:

a. KPU Provinsi/KIP Aceh pada Daerah Induk kepada
Menteri Dalam Negeri melalui penjabat gubernur
Provinsi Pemekaran di provinsi pada Daerah
Pemekaran, dengan tembusan kepada KPU;

b. KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk
kepada penjabat gubernur provinsi pada Daerah
Pemekaran melalui penjabat bupati/walikota pada
kabupaten/kota pada Daerah Pemekaran, dengan

tembusan . . .
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tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.

Pasal 47

Dalam hal terdapat calon terpilih meninggal dunia,
mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi
anggota DPRD, dan terbukti melakukan tindak pidana
Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, penggantian calon terpilih dilakukan
berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang
mengatur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum,
Perolehan Kursi, Calon Terpililh dan Penggantian Calon
Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota.

BAB VI
PERESMIAN KEANGGOTAAN DAN
PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI

Pasal 48

Anggota DPRD pada Daerah Induk yang ditetapkan menjadi
anggota DPRD pada Daerah Pemekaran diberhentikan
bersamaan dengan pengangkatannya sebagai anggota DPRD
pada Daerah Pemekaran.

Pasal 49

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh pada Daerah Induk mengusulkan
nama-nama calon terpilih anggota DPRD pada Provinsi
Induk dan Pemekaran untuk diresmikan kepada Menteri

Dalam Negeri melalui gubernur, dengan tembusan
kepada KPU.

(2) Keanggotaan DPRD Provinsi pada Daerah Induk dan
Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 50 . ..



(1)

(2)

B

Pasal 50

KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Daerah Induk
mengusulkan nama-nama calon terpilih anggota DPRD
Kabupaten/Kota pada Daerah Induk dan Pemekaran
untuk diresmikan kepada gubernur melalui
bupati/walikota, dengan tembusan kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh.

Keanggotaan = DPRD Kabupaten/Kota Induk dan
Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diresmikan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 51

Pengambilan sumpah/janji anggota DPRD pada Daerah

Pemekaran dilaksanakan sesuai peraturan perundang-

undangan.

(1)

(2)

BAB VII
PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 52

DPW/DPD/DPC atau sebutan lainnya yang hadir pada
Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (3) dapat mengajukan keberatan terhadap
prosedur pengisian dan penataan anggota DPRD pada
Daerah Induk dan Pemekaran apabila terdapat hal
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota pada Daerah Induk wajib
menjelaskan prosedur rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara, penetapan perolehan kursi dan
penetapan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah
Induk dan Pemekaran.

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Pimpinan Partai

Politik peserta Pemilu sebagaimana pada ayat (1) dapat

diterima . . .
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diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota pada Daerah Induk mengadakan
pembetulan saat itu juga.

(4) Dalam hal penjelasan yang telah dilakukan KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
pada Daerah Induk masih terdapat keberatan dari
Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu, KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
meminta pendapat Bawaslu Provinsi atau Panwaslu
Kabupaten/Kota yang hadir.

(5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
pada Daerah Induk menindaklanjuti rekomendasi
Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota.

(6) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
pada Daerah Induk mencatat kejadian khusus pada
Model EA-2 Induk/Pemekaran atau Model EB-2
Induk/Pemekaran.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Penataan Dapil di Daerah Induk dan Pemekaran untuk
Pemilu berikutnya dilakukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 54

Partai Politik peserta Pemilu yang dikenakan sanksi
pembatalan sebagai peserta pada Pemilu Terakhir di provinsi
atau kabupaten/kota pada Daerah Induk atau dikenakan
sanksi tidak ditetapkannya calon terpilih anggota DPRD
Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Induk
hasil Pemilu Terakhir, karena tidak menyampaikan laporan
awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye
kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota pada Daerah Induk, tidak diikutsertakan
dalam penghitungan perolehan suara Partai Politik peserta

Pemilu . .



<20

Pemilu, perolehan suara calon, penetapan perolehan kursi
dan penetapan calon terpilih dalam penataan dan pengisian
keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan pengisian
keanggotaan DPRD pada Daerah Pemekaran.

Pasal 55

(1) Biaya untuk keperluan pelaksanaan penataan dan
pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan
Pemekaran, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(2) Pengajuan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota pada Daerah Induk setelah
berkoordinasi dengan pemerintah daerah pada Daerah
Induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Jenis formulir Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
pada Daerah Induk dan Pemekaran sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan satu
kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58 . . .
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Pasal 58

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd
HUSNI KAMIL MANIK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1764

Salinan sesuai dengan aslinya
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SALINAN

RH

LAMPIRAN

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PENGISIAN
KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PADA DAERAH INDUK
DAN PEMEKARAN

JENIS FORMULIR PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

Model EA
Induk/Pemekaran

Model DC-1 DPRD
Provinsi Induk:

Model DC-1 DPRD
Provinsi Pemekaran

Model EA-1 Induk

Model EA-1
Pemekaran

Lampiran I Model
EA-1 Induk

. DPRD Provinsi Induk/Pemekaran

Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan
Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon
Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian
Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan
Pemekaran.

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Setiap Kabupaten/Kota Di
Tingkat Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian
Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk
dan Pemekaran.

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Setiap Kabupaten/Kota Di
Tingkat Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian
Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk
dan Pemekaran.

Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah
Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian
Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk
dan Pemekaran.

Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah
Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian
Keanggotaan DPRD Provinsi Pada Daerah Induk
dan Pemekaran.

Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap
Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi
Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD
Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian
Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan
Pemekaran.



10

11

12

13

14

15

Lampiran | Model
EA-1 Pemekaran

Lampiran II Model
EA-1 Induk

Lampiran II Model
EA-1 Pemekaran

Model EA-2
Induk/Pemekaran

Model EA-3 induk

Model EA.3
Pemekaran

Model EA-4
Induk/Pemekaran

Model EA-5 Induk

Model EA-5
Pemekaran

.

Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap
Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi
Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD
Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian
Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan
Pemekaran.

Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik
Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan
DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan
Pemekaran.

Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik
Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan
DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan
Pemekaran.

Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian
Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara dan
Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon
Terpilih Anggota DPRD Provinsi Hasil Penataan
dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah
Induk dan Pemekaran.

Daftar Calon  Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran.

Daftar ~ Calon  Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Pada Daerah Induk dan Pemekaran.

Surat  Pemberitahuan Penetapan Terpilih
Anggota DPRD Provinsi Induk dan Pemekaran.

Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran.

Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran.



II.

3=

DPRD Kabupaten/Kota Induk/Pemekaran

Model EB
Induk/Pemekaran

Model DB-1 DPRD
Kabupaten Induk

Model DB-1 DPRD
Kabupaten/Kota
Pemekaran

Model EB-1 Induk

Model EB-1
Pemekaran

Lampiran [ Model
EB-1 Induk

Lampiran [ Model
EB-1 Pemekaran

Lampiran II Model
EB-1 Induk

Lampiran II Model
EB-1 Pemekaran

Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan
Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon
Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan
Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah
Induk dan Pemekaran.

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Setiap Kecamatan Di Tingkat
Kabupaten/Kota Hasil Penataan Dan Pengisian
Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada
Daerah Induk Dan Pemekaran.

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Setiap Kecamatan Di Tingkat
Kabupaten/Kota Hasil Penataan Dan Pengisian
Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada
Daerah Induk Dan Pemekaran.

Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah
Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian
Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada
Daerah Induk dan Pemekaran.

Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah
Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian
DPRD Kabupaten/Kota Pada
Daerah Induk dan Pemekaran.

Keanggotaan

Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap
Partai Polittk Dan Calon Anggota DPRD
Kabupaten/Kota Serta Peringkat Suara Sah
Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Pada Daerah Induk dan Pemekaran.

Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap
Partai Polittk Dan Calon Anggota DPRD
Kabupaten/Kota Serta Peringkat Suara Sah
Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik
Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan
DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan
Pemekaran.

Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik
Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Model EB-2
Induk/Pemekaran

Model EB-3 Induk

Model EB-3
Pemekaran

Model EB-4
Induk/Pemekaran

Model EB-5 Induk

Model EB-5
Pemekaran

L

DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan
Pemekaran.

Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian
Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara dan
Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon
Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Pada Daerah Induk dan Pemekaran.

Daftar Calon  Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan
DPRD Pada Daerah Induk dan Pemekaran.

Daftar Calon  Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan
Pemekaran.

Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih
Anggota DPRD Kabupaten/Kota Induk dan
Pemekaran.

Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan
Pemekaran.

Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan
Pemekaran.



MODEL EA

INDUK/PEMEKARAN

BERITA ACARA
TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI HASIL PENATAAN
DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PADA
DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

e TRy ()| [F— T | [ bulan .........ccccecvuvrenrenne..... tahun dua ribu
empat belas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi .........cocvevevevvvvsse e, telah melaksanakan Rapat
Pleno untuk menetapkan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Provinsi ............c............ dan Provinsi
.............................. hasil penataan dan pengisian tahun ......, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
321 ayat (1) Pasal 370 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih
Anggota DPRD Provinsi pada Provinsi Induk dan Pemekaran, Rapat Pleno KPU Provinsi
memutuskan :

1. Menata dan menetapkan hasil perolehan suara sah Partai Politik dan suara calon Anggota
DPRD Provinsi pada Provinsi Induk dan Pemekaran hasil penataan dan pengisian.
sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

2. Melakukan rekapitulasi dan merinci jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon
anggota DPRD provinsi serta peringkat suara sah calon anggota DPRD Provini pada provinsi
induk dan pemekaran hasil penataan dan pengisian di setiap daerah pemilihan, sebagaimana
terlampir dalam berita acara ini.

3. Menetapkan bilangan pembagi pemilih dan jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik
pada setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi pada provinsi induk dan pemekaran
hasil penataan dan pengisian, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

4. Menetapkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pada provinsi induk dan
pemekaran hasil penataan dan pengisian untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana
terlampir dalam berita acara ini.

5. mencatat keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan
suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pada
provinsi induk dan pemekaran hasil penataan dan pengisian, sebagaimana terlampir dalam
berita acara ini.



6. memberitahukan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pada
provinsi induk dan pemekaran hasil penataan dan pengisian kepada kepengurusan Partai
Politik Tingkat Provinsi dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang
bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan suara dan kursi
Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pada provinsi induk dan
pemekaran adalah :

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kabupaten/Kota Di
Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DC-1 DPRD Provinsi) yang
disahkan oleh KPU Provinsi Induk;

2. Keputusan KPU Provinsi ... Nomor .............cc...o... tentang Penetapan
Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Induk dalam Pemilihan Umum Tahun .........

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan
calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pada provinsi induk dan pemekaran, ada/tidak ada *)
keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Partai Politik yang hadir,
sebagaimana terlampir dalam berita acara ini..

Terhadap keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU
Provinsi memutuskan :

.....................................................................................................................................................................

Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Provinsi disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik, Badan
Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) dan masyarakat.



Demikian putusan Rapat Pleno KPU Provinsi yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta saksi utusan Partai Politik yang hadir
dan dibuat dalam rangkap ........ O ), disampaikan kepada:

1. Satu rangkap masing-masing untuk pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi induk;
2. Satu rangkap untuk KPU.

3. Satu rangkap untuk Bawaslu Provinsi;

4, Satu rangkap arsip KPU Provinsi.

veerreny sennenernnesseeennnes 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ....ccoiviimnnninnnn s

L i RO sy Ketua
e R R TR .07 o
< RV Anggota
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D R R Anggota
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SAKSI PARTAI POLITIK
NAMA SAKSI PARTAI TANDA TANGAN
POLITIK
1 Partai NasDem
2. Partai
Kebangkitan
Bangsa
3 Partai Keadilan
Sejahtera
4, PDI Perjuangan
5. Partal GOIONBAN | i ssintommsesmssmens
Karya
6. Partai Gerindra
7. Partai Demokrat
8. Partai Amanat
Nasional
9, Partai Persatuan | . . .
Pembangunan
10. Partai Hati
Nurani Rakyat
14. Partai Bulan |
Bintang
15. Partai Keadilan

dan Persatuan
Indonesia




MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
PROVINSI INDUK : INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI :

URAIAN RINCIAN PEROLEHAN SUARA
u | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ JUMLAN
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH JUMLA KOTA KOTA KOTA KOTA | KOTA | KOTA | KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA
PINDAHAN PINDAHAN
| = s 0 R T 5 Y T [ ) B 3 5 1T a1 12 13 14 5 SN e
DATA PEMILIH
LK
1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih PR
Tetap (DPT)
ML
LK
2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih PR
Tambahan (DPTh)
ML
LK
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus PR
(DPK)
IML
LK
4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna PR
KTP dan KK/nama sejenis lainnya
ML
LK
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4) PR
ML
PENGGUNA HAK PILIH
LK
1. Pengguna hak pilih dalam DPT PR
ML
LK
2. Pengguna hak pilih dalam (DPTh)/Pemilih dari PR
TPS lain
ML
LK
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus R
(DPK)
ML
4, Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus o
Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama PR
sejenis lainnyta ML
LK
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) PR
JML

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI

1 —n 3 4 —m
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 5 6

7 .—m 9 10 14 15




MODEL DC-1 DPRD PROVINSI

i INDUK
PROVINSI INDUK : Halaman 1
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI H
NO. URAIAN RINCIAN PEROLEHAN SUARA
KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/
L DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH pIDAR. | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | JUMLAH AKHIR
=T=C e [ . 3 7 e 10 == FETI BT TS 16 TR
A |DATA PEMILIH
LK
1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih PR
Tetap (DPT)
ML
LK
2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih PR
Tambahan (DPTb)
ML
LK
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus PR
(DPK)
ML
LK
4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTh)/pengguna R
KTP dan KK/nama sejenis lainnya
ML
LK
5. Jumlah Pemilih (1+2+43+4) PR
ML
B. |PENGGUNA HAK PILIH
LK
1. Pengguna hak pilih dalam DPT PR
ML
LK
2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari PR
TPS lain
ML
LK
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus PR
(DFK)
ML
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus LK
Tambahan (DPKTh)/pengguna KTP dan KK/Nama PR
|sejenis lainnyta ML
LK
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+243+4) PR
JML
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
1 —N 3 4
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 4 _m 6
7 _m 9 10 14 15




PROVINSI INDUK $ i a0nE. un..-zw_“_:xo PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI : Halaman 2

NO. URAIAN RINCIAN
KAB/ KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ JUMLAH
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA KOTA KOTA | KOTA KOTA KOTA | KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA | KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA PINDAHAN
3 3 s 5 & = [ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%

(2+43+4)

Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemillh karena rusak
danfatau keliru coblos

Jumlah surat suara yang tidak digunakan

Jumlah surat suara yang digunakan

URAIAN RINCIAN
KAB/ KAB/ | KAB/ | KaB/ KAB/ | KaB/ | kaB; | kaB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KaB/ R
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH KOTA KOTA | KOTA | KOTA KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA PINDAHAN
= S TR T P e T A - g P P e T 5 3 T BT e T v et v Bl LR T [T s T (e | N

Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politk

Jumlah Suara Tidak Sah

|Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI

1 —N 3 4 —m

NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK

1 2 3 4 5 6

7 _w _w 10 14 15




PROVINSI INDUK

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI

INDUK

DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI Halaman 2
URAIAN RINCIAN
KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ JUMLAR
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA A
KOTA KOT. KOTA | KOTA PINDAHAN
2 10 11 16 17 [T
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%
[2+344)
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak
dan/atau keliru coblos
Jumlah surat suara yang tidak digunakan
Jumlah surat suara yang digunakan
URAIAN RINCIAN
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH 4 : A B JUMLAH
KOTA KOTA KOTA KOTA PINDAHAN
= . B Jﬂm 11 HM =y T .nlnl
Jumlah Suara Sah Seluruh Partal Politk
Jumlah Suara Tidak Sah
|Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
_ ;
A/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 ri 5
7 8 14




MODEL DC-1 DPRD PROVINSI

PROVINSI INDUK INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI Halaman 2
NO. URAIAN RINCIAN
JUMLAH KAB/ KAB/ KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/
1. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA PINDAHAN KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | JUMLAH AKHIR
1 == 3 % 5 5 7 [ 9 10 11 12 i3 i 15 16 17 3
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%
[2+3+4)
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak
danfatau keliru coblos
3 |lumlah surat suara yang tidak digunakan
4 [lumlah surat suara yang digunakan
NO. URAIAN RINCIAN
JUMLAH KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/
. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH PINDAHAN KOTA | KOTA KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | JUMLAHAKHIR
T S — e o - s s T Vi T A L VY W 35 R TS A BRI | I
1 |Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politk
2 [Jumlah Suara Tidak Sah
3 |Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
1 _m 3 4 —m
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 5 6
7 _m kd 10 14 15




MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
. INDUK
PROVINSI INDUK H Halaman 3

DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

NO. PARTAI RINCIAN
KAB, | KAB/ | KAB/ | KAB; | KAB; | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/

o B e sy PARTALPOLITIK | yors | wota | Kota | KoTa | KoTa | KoTa | KoTa | KoTa | Kota | KoTA | KoTA | KOTA | KOTA | KoTA | KOTA | JNMLANL

S S5 S e i T e e Y o 2T L IR, P T e O B Tl = T Y B B ) TS (R e T s Ll W
NOMOR/NAMA PARTAT DAN CALON

i PARTAI NASDEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

i1

12

Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon _
S R A AL L TR, S R ROl Sa s e = et 1 UL et A B L e P N I S e e e g R e
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

HEIE S G B £ B3 O O L

-
(=

-
L]

Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI

1 _N 3 4 —m
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 14 15




PROVINSI INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

Halaman 3
NO. PARTAI RINCIAN
KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ LA
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK JUMLAH Ju
v, DAN SUARA CALON PINDAHAN KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA _(n.a._.b xc...—.“ _.ﬂ..an._.b xc._,.la _MJ.._._» _Mox._.b PINDAHAN
== = 3 ] 3 T 7 B R 10 T ST 13 7 s L a8 [ 17 T
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
1 PARTAI NASDEM
1
2
3
4
5
6
7
B
9
10
11
12
B N e e b e LSRN T
2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[ 10
11
12
Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
_N 3 _+ _m
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
2 4 —m 6
_m 10 14 15




PROVINSI INDUK : MODEL On._ﬂ.“._nzo PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI 3 Halaman 3
PARTAIL RINCIAN

KAB/ | KAB/ KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAIPOLITIK | JUMLAH | ory | wora | KoTA | KoTa | KoTA | KoTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | JUMLAHAKHIR

DAN SUARA CALON PINDAHAN
2 e g% 6 vy ) TN D 14 15 16 17 18
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
1 PARTAI NASDEM
1
2
3
1
5
6
7
]
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
CESESEET e e e s co e S e S T R G e e T P S e e B AP e R S I MR e =43

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

bef b S SR 0 B 20 (R B £ C0 O O]

Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI

1 2 3 4 —m
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 z 3 4 |s 6

7 8 9 10 14 15




PROVINSI INDUK ¥ !!Hum._.ﬂ.n_a Dv-“u PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI : Halaman 4

NO. PARTAI RINCIAN
KAB kAR, | KaB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KaB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ KAB/ | KAB/

. | G FEROLERAN EER R BB TALT T wae’ | kara | kora | koA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA xota | KOTA | KOTA | KoOTA | KOTA | KOTA | MU

= PR TR ST R = T == G 7 [ 5 il e 5T e (S S [ 1 17 ST
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON

3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

lah Suara Sah Partal dan Suara Calon

e e A et e N . e D e s R 5 = e s e e e e R e TE s e (el UESSStoR s

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON

PDI PERJUANGAN _

C-E- BRI N RN O (O o

lah Suara Sah Partai dan Suara Calon

—_————————————

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI

1 _N 3 4 _m
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK

1 2 3 4 5

7 “m 9 10 14 15




PROVINSI INDUK | MODEL Da_nz“._-.na PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI : Halaman 4

NO. PARTAI RINCIAN

KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ KAB/ | KAB/
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK | JUMLAH JUMLAH
v. DAN SUARA CALON Pibanan | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA |, onitan

T e = P T TR = =R B VG B R NN [ e (TS T ] BT
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON

3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
umlah Suara Sah Partal dan Suara Calon

| e e e R i e s G DT s Bt eSS e e S Pl R Eecso i

RN =
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON

Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calon

e

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI

_ P R [

NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAL POLITIK
1 2 3 4 _m 6

7 Ll 9 10 14 15




PROVINST INDUK ¢ ‘_zo..._n
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI H Halaman 4

PARTAI RINCIAN

KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ KAB/ KAB/ | KAB/ KAB/ KAB/ | KAB/ | KAB/ KAB/ | KARB/
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK JUMLAH
DAN SUARA CALON PINDAHAN KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA JUMLAH AKHIR

TS [ e e P Tl I e i W TSI (AT B ..“-u..u S T R R e e T s == 13 T e ST R e | ] v e B

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON

3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
umlah Suara Sah Partal dan Suara Calon .
T e T e e R T e e R R gl ) e e e e e e e s S S ALy Hadta FR e s et

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON

PDI PERJUANGAN_

b e =4 =R =0 B0 0 ER0 £ T O B

Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calon

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI

1 _N 3 _. _m

NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 14 15




MODEL DC-1 DPRD PROVINSI

PROVINSI INDUK INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI Halaman 5
NO. PARTAL RINCIAN
KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ KAB/
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK JUMLAH KOTA KoTA | K UMLAH AKHIR
w. DAN SUARA CALON PINDAHAN KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA xo..:_.w x.m...,_...‘., Kom _.m.c...qh i |c..._.h |
E =t o A == (e 4 5 [3 - [} 03 10 1 = T T = 14 15 16 17 = [
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
5 PARTAI GOLONGAN KARYA
1
2
3
[
5
6
7
B
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
= fo s ==t L el T s Eisg e ] e a e e o s
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
6 PARTAI GERINDRA
1
2
3
4
5
6
7
[
9
10
11
12
lah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
1 _n 3 s _m
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 _m 6
7 _m 9 10 14 15




PROVINSI INDUK

DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI

INDUK
Halaman 5

z
e

PARTAI

KAB/ KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ KAB/ KAB/ | KAB/ | KAB/
| e o Aty AT KOTA koTA | KOTA | KoTA | KOTA | KOTA KOTA KOTA | KoTA | Kot | IUMLAR
1 P TR A L R A ] § s (2R BT 3 | [ 13 LI EE T T ) i3

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
s PARTAI GOLONGAN KARYA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[0
11
12
umlah Suara Sah Partal dan Suara Calon
ToTE . T 2L S BRI )

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON

PARTAI GERINDRA

;:I;oauamﬁuu-—n

Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calon

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI

1 —N

I

NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK

I

4

10




PROVINSI INDUK $ MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI : Halaman 5

PARTAI RINCIAN

=

KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAIPOLITIK | JUMLAH | yors | gora | koTa | kOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA

JUMLAH

DAN SUARA CALON PINDAHAN PINDAHAN

g S TN e e s e =t Ty 4 5 3 7 B 9 e 11 i ¥ Lea e 1] 15 FT T2 oS =

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
5 PARTAI GOLONGAN KARYA
1
2
3
4
5
[
7
B
9
10
11
12

Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon

e s e SER W A N T e o e T e e P e e e e T e e P

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON

PARTAI GERINDRA

Tl el
~_°@DHU\M&“N—"

Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI

1 2 3 _.—. 5

NAMA /TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 _m 6

7 8 9 10 14 15




PROVINSI INDUK

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI e &
NO. PARTAI RINCIAN
KAB/ KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK JUMLAH
. DAN SUARA CALON KOTA KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA PINDAHAN
1 =T Ln o ] 3 4 5 3 7 [] 9 10 1 12 13 [Tl 15 16 FVSE: 18
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
7 PARTAI DEMOKRAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
8 PARTAI AMANAT NASIONAL
1
2
3
4
5
6
7
[]
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
mhlh\._.bz_u.o TANGAN KPU PROVINSI
1 T 3 _¢
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 4 _m 6
7 _m 10 14 15




PROVINSIINDUK

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI z.___zu_._z "
NO. PARTAI RINCIAN
KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAIPOLITIK | JUMLAH JUMLAH
. DAN SUARA CALON pinpanan | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA KOTA | KOTA | KOTA PNDAHAN
1 ; TR TIRENTICE | - e = B [ 5 & = ] [] 10 41 12 13 14 _15 16 17 18
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
7 PARTAI DEMOKRAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partai n_.na Suara _...br-s
R =l g A P _|."._ T e E .f-\. L_ .u Sea e ...||hn.HJpIHd|I| = .,..:;..H.D»M“r. = N WW 3 FESEST MMW.,...M“._..{- Mql..; IS =-
NOMOR/NAMA PARTAI DAN Q:.oz
8 PARTAI AMANAT NASIONAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI_
1 _~ 3 |||TI —m
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 5 6
7 _m 9 10 14 15




PROVINSI INDUK z MODEL Bﬂ_w.“._ﬂnﬂ PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI 3 Halaman 6
PARTAI RINCIAN

KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/

RINGIAN JUMLAH FERN s PRGN JUMLAR KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | JUMLAHAKHIR

DAN SUARA CALON PINDAHAN

|=

e : 3 4 5 s Bet (Y IO 10 T ies S 14 T S (IR T (il (T 18

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON

PARTAI DEMOKRAT

bocf boof b= I¥-1 [F BX 0 1 (7] ) () (X0 () B8

_..ﬂ-n-_ Suara Sah Partai dan Suara auun._

T e

e
1
a0
f
il
od
|

zgoag PARTAI DAN CALON

PARTAI AMANAT NASIONAL

C-0 -0 Rl -0 ) o P R P )

Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon

NAMA /TANDA TANGAN KPU PROVINSI

1 _N 3 4 5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK

1 2 3 4 5 6

7 _m 9 10 14 15




-1 DPRD PROVINSI
PROVINSI INDUK : MODEL OC i
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI : Halaman 7

PARTAI RINCIAN
KAB/ KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK JUMLAH
OT. oT oT oT KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA
DAN SUARA CALON KOTA KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA ’ - - il s PINDAHAN
- e — === T 3 3 e e el Jd P ] it iz 13 11 15 UM T U AT T

zazam\i’fa PARTAI DAN CALON

9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

lah Suara Sah Partai dan Suara Calon =
T s R e R
NOMOR/N, ARTAI DAN CALON

10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

lah Suara Sah Partai dan Suara Calon

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI

1 _m 3 _.m —m

NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 5 6

7 _m 9 10 14 15




PROVINSI INDUK 3 MODEL DC-1 DPRD PROVINSI

INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI ; Halaman 7
PARTAI RINCIAN
KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK JUMLAH JUMLAH
DAN SUARA CALON pinDaHAN | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA KOTA | KOTA Mﬂ_..u Mm.n“ _tn.Qi_.....—. ..n.niqh PINDAHAN
Tl PR ) e == G praulil| NS 5 & 7 8 s ——3 =1 12 13 14 B W o
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
1
2
3
4
5
6
7
]
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
it i e D N S e e e oo Do g L I = » e T e R e e S T Ry e ] s g
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
1 _N 3 __— —m
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 _m 6
7 _m 9 10 14 15




PROVINSI INDUK : IR -1 DD PROVINES
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI : Halaman 7
PARTAL RINCIAN
KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK | JUMLAH
Ak SUARA CALON piNDAHAN | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA KOTA | KOTA | KOTA | JUMLAH AKHIR
T = s i) = B, T 6 7 [T Bt = =T i B L T : 16 I B
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
1
2
3
4
5
6
7
[
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
R AR s AR S e e e g e el PP R D T S AT e e T e Z S S ey
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT
1
2
3
4
5
6
7
i)
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
1 _m _u 4 _m
NAMA /TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 5 6
7 _a 9 10 14 15




MODEL DC-1 DPRD PROVINSI

PROVINSI INDUK INDUK
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI Halaman 8
NO. PARTAI RINCIAN
KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK JUMLAH
w. DAN SUARA CALON KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA PINDAHAN
1 ey e —— 7 : % 3 3 3 7 8 0] 10 1 iz m 14 =15 16 18
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
14 PARTAI BULAN BINTANG
1
2
3
4
5
6
7
]
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
== e R e o I M R Rt et e ) s
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
15 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
1
2
3
4
5
6
7
]
9
10
11
12
lah Suara Sah Partal dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
1 _N 2 L _m
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 4 |s 6
7 _n 10 14 15




PROVINSI INDUK : MODEL DC-1 DPRD PROVINS!
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI : H

PARTAI RINCIAN

KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/

s etikh Caiat EARTAI POLECIE. pnA. | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA R s
1 e St ey 5 CEANEEEEE S E =0 : 1L 12 13 14 = 0 MR T G 7= 18
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
14 PARTAI BULAN BINTANG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calon
R T s e R e T R Ttk DR e o e
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
15 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
lah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
 § —m : _+ 5
szb.\ﬂbzcb TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 ls 6
7 _w 9 10 14 15




PROVINSI INDUK : WSRO MOV
DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI H Halaman 8
PARTAI RINCIAN
KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK JUMLAH LAH AKHIR
DAN SUARA CALON PINDAHAN KOTA KOTA | KOTA KOTA | KOTA | KOTA -nc._._ﬂ u...ﬂ.o...ﬂh —R.ut._.b KOTA | KOTA | KOTA | KOTA -.n.o._...b.. Jum
T TR o SN s T . 5 3 iRy, =% =9 0| I ST T 1 15 T IR 18
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
14 PARTAI BULAN BINTANG
1
2
]
[
5
6
7
L]
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
3 ik u”lml..urmm .m....Hl.umluu..I|p|||‘”M||H Je =t e ot o s e R L R e N e i ot e D e e -...nﬂslm.-. 3
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
15 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
1
2
3
4
5
[
7
8
9
10
11
12
lah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
1 _~ 3 4 5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 5 6
7 _w 9 10 14 15




SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SETIAP KABUPATEN/KOTA LG
DI TINGKAT PROVINSI HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PEMENARAN
PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN Halaman 1
diisi berdasarkan formulir Model DB-1 DPRD Provinsi
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI
URAIAN RINCIAN PEROLEHAN SUARA
KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ JUMLAH
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH KOTA KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA PINDAHAN
e R NN N Fr S S | S =TT .r% I!..m s Sl ki e, T it ST AR TSl i ¢ A L s o Lk e
DATA PEMILIH
LK
1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih PR
Tetap (DPT)
IML
LK
2, Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih PR
‘Tambahan (DPTH)
ML
LK
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus PR
(DPK)
ML
LK
4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTD)/pengguna KTP R
dan KK/nama sejenis lainnya
IML
LK
S. Jumlah Pemilih (1+2+3+4) PR
ML
PENGGUNA HAK PILIH
LK
1. Pengguna hak pilih dalam DPT PR
ML
LK
2, Pengguna hak pilih dalam (DPTh)/Pemilih darl TPS PR
laln
IML
LK
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus PR
(DPK)
IML
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus LK

Tambahan (DPKTh)/pengguna KTP dan KK/Nama PR

sejenis lainnyta

ML
LK
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) PR
ML
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
1 _m —w 4 5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK

1 2 3 4 _m |6
7 —ym 9 10 14 15




MODEL DC-1 DPRD PROVINSI

PROVINSI PEMEKARAN PEMEKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI Hatwrman 1
URAIAN RINCIAN PEROLEHAN SUARA
JUMLAH KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KARB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ LAH
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA ey
PINDAHAN PINDAHAN
e = == ST TRRY el L 4 5 [ 1 [] [] 10 I 13 14 15 — 16 T———19
DATA PEMILIH
LK
1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih PR
Tetap (DPT)
ML
LK
2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih R
Tambahan (DPTb) H
JML
LK
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus PR
(DPK)
IML
LK
4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna PR
KTP dan KK/nama sejenis lainnya
ML
LK
S. Jumiah Pemilih (1+2+3+4) PR
ML
PENGGUNA HAK PILIH
LK
1. Pengguna hak pilih dalam DPT PR
ML
LK
2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari P
TPS lain d
ML
LK
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus PR
(DPK)
ML
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus LK
Tambahan (DPKTh)/pengguna KTP dan KK/Nama PR
sejenis lainnyta ML
LK
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) PR
IML
zb’.—b\.l_.bzﬂb TANGAN KPU PROVINSI
1 _m 3 4
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 4 5 6
7 —m 9 10 14 15




MODEL DC-1 DPRD PROVINSI

PROVINSI PEMEKARAN PEMELARI
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI
NO. URAIAN RINCIAN PEROLEHAN SUARA
UMLAH KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/
L DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH —.“z-u AHAN KOTA KOTA KOTA | KOTA KOTA KOTA KOTA | KOTA | KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA | KOTA | JUMLAH AKHIR
T P S AL TR T3 i 2 Y R T ) 3 E T e T e T T T Y] VB LT O L £ T B [ v ) S | X
A. |DATA PEMILIH
LK
1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih R
Tetap (DPT)
IML
LK
2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih R
Tambahan (DPTB)
IML
LK
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus
PR
(DPK)
IML
LK
4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna PR
rx._._-a_._. KK/nama sejenis lainnya
ML
LK
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4) PR
IML
B. |PENGGUNA HAK PILIH
LK
1. Pengguna hak pilih dalam DPT PR
IML
LK
2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari R
TPS lain
ML
LK
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus PR
(DPK)
ML
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus LK
Tambahan (DPKTh) /pengguna KTP dan KK/Nama PR
sejenis lainnyta ML
LK
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) PR
ML
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
_ [ : I §
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 —w 4 —m 6
7 _w T 10 14 15




PROVINSI PEMEKARAN

. MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
¥ PEMEKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI : Halaman 2
URAIAN RINCIAN
JUMLAH KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ JUMLAH
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA PINDAHAN KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA KOTA | KOTA | KOTA KOTA | KOTA | KOTA PINDAHAN
A L T T T BT i 5 3 ) 0 Y 10 Tl T8 1 I} T | i 1] 18

Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%

(24344)

Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak
dan /atau keliru coblos

Jumlah surat suara yang tidak digunakan

Jumlah surat suara yang digunakan

URAIAN RINCIAN
jumian | KA/ | xasy [ kasy [ kany [ kan/ [ kasy [ xas/ [ kan/ [ kas/ [ kan/ | kan/ [ kas/ [ kas/ [ kas/ —
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH PINDAHAN | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA PINDAHAN
% ore x..ﬂ..llﬂﬂl.uu., R C I bt .....,M.x.... 0 iﬂsﬂ B ..”..-..-“ e B .ml,ﬂ.... im\i I MI|| ..!Ii”.a 72 Zign e

Jumlah Suara Sah Seluruh Partal Politk

Jumlah Suara Tidak Sah

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI

1 —N 3 __- —m
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 Is 3

7 _a _c 10 14 15




MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
PROVINSI PEMEKARAN PEMEKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI Halaman 2
NO. URAIAN RINCIAN
JUMLAH KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ KAB/ KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/
1. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA PINDAHAN KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | JUMLAHAKHIR
1 = T 3 4 5 [ T [ [ 10 T 1z 13 14 15 16, 17 18
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%
(2+3+4)
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak
dan fatau keliru coblos
3 |Jumlah surat suara yang tidak digunakan
4 |lumlah surat suara yang digunakan
NO. URAIAN RINCIAN
JUMLAH KAB/ | KAB/ KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/
. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH PINDAHAN KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | JUMLAHAKHIR
1 ——————— 3 * s 6 S B 1ot aal e B U DR TR (N Al LH T B3 e T ] 18
1 |jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politk
2 |lumiah Suara Tidak Sah
3 |lumlah Suara Sah dan Tidak Sah
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
_ _M £ I [
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 5 6
7 8 10 14 15




PROVINSI PEMEKARAN

MODEL DC-1 DPRD PROVINSI

Halaman 3
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI
NO. PARTAI RINCIAN
KAB/ KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK JUMLAH

. BAN STARACALON KOTA KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA S BARAN
= R e e Saass P T 3 Iy 5 6 7 [} T===0 i 1z 13 FUE ST i6 E T P ||

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
1 PARTAI NASDEM
1
2
3
4
5
6
7
[
9
10
11
12

Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon |

Ry s et et - i TR R T e e e L T S O O RN T T S S UM

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
1
2
3
4
5
3
7
B
.
10
11
12

Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
_n 3 4 _m
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
2 3 4 5 6
7 [? 9 10 14 15




PROVINSI PEMEKARAN E MODEL DC-1 DPRD PROVINSI

PEMEKARN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI H Halaman 3
NO. PARTAI RINCIAN
KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK JUMLAH JUMLAH
. DAN SUARA CALON PINDAHAN KOTA | KOTA KOTA KOTA KOTA | KOTA KOTA KOTA KOTA | KOTA KOTA KOTA | KOTA KOTA PINDAHAN
=t B B = = 4 ¥ A = E a [ Ve ) LA 13 14 m._ 16 17 —Tie
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
1 PARTAI NASDEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calol — . — _—
R A L et e R A s A AR el R W R s e N e e e g T T S5 o)
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
1 _u 3 4 _m
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 _m 6
7 —m 9 10 14 15




. MODEL DC-1 DPRD PROVINSI
taoﬁzmuvgmfs ...:.. _w vn!hxbtbz

DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI Halaman 3

PARTAIL RINCIAN

KAB/ KaB/ KAB/ KAB/ Kas/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ KAB/ | KAB/ KAB/ KAB/

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAIPOLITIK | JUMLAH | ol | wora | KoTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | JUMLAHAKHIR

DAN SUARA CALON PINDAHAN
= g 5 W heme=-% e Pl T 5 s T =8 [ 10 == 12 gt 18 15 T .|u_—|. 18
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
1 PARTAI NASDEM
1
2
3
4
L
6
7
B
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
S T B e T B D et e S s, X ———— e 2 T
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

-1 -0 R0 - L) B P L e L

Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon

————

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI

1 _~ 3 |—a|! _m
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 |s 3

7 _w —m 10 14 15




PROVINSI PEMEKARAN : MOOEL DC-1 DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI : Fataman 8
NO. PARTAI RINCIAN
KAB/ KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK JUMLAH
. DAN SUARA CALON KOTA KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA PINDAHAN
1 e e — = —=3- =1 % 5 6 ;i = 9 T BN 13 (LAl BeS T I AN TRl eSS A L 18
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partai nh._ m:n..s Ens 1
Ty ORI e i = e A P 2 Tl e s 1 TP . S RN G e e e T 2 e T [
NOMOR/NAMA PARTAI DAN a..:bz
4 PDI PERJUANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
1 _~ 3 * _m
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 5 6
7 —m 9y 10 14 15




.._S___._xm:.m:mﬁ?z " , _._.Sn_.on.-o!oios:n
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI : Halaman 4

NO. PARTAI RINCIAN
KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ KAB/ KAB/ | KAB/ | KAB/ KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ KAB/

v. RIMCIAN JUMEAN Hﬂbﬂgnﬂ.—. Hbﬂgz FARTALROULIK a—“!ﬂ_ E. HAN KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA vﬂ“ﬂ"l

1 S ST St o O N e m e Y 5 5 | 1o T e (N VT [ s = T 0 B
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON

3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1

2

3

1

5

6

7

i)

9

= TR -H,mr.ﬂmmﬁwlm e mmwﬁmwuvﬂwrn_nw&..”m. s R A e M R e e Rl ol hla e e il e

PDI PERJUANGAN

e g =4 -1 -0 B0 £ 8 (R B Y CX1 O £

Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calon

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI

1 _N 3 —; 5
mb.!b:.’z_u_b TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 _m 6

7 _m 9 10 14 15




PROVINSI PEMEKARAN 1 MODEL DC-1 DPRD PROVINSI

PEMEKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI 2 :ﬁ“:!- 4

PARTAI RINCIAN

KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAIPOLITIK | JUMLAH | oo | pors | koTa | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | JUMLAHAKHIR

DAN SUARA CALON PINDAHAN

= s = — 3 = —% & . s VK ) 10 1 iz 13 (T S BT 6 = S

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON

3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
1
2
3
4
5
6
7
]
9
10
11
12
Jumlak mﬁ?ﬁfﬁ&nmﬁign = _
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
4 PDI PERJUANGAN
1
2
3
4
5
6
7
]
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
1 _N 3 TI! _m
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 5 6
7 _w 9 10 14 15




PROVINSI PEMEKARAN : vm,ﬂErz
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI : Halaman 5

PARTAL RINCIAN

KAB/ KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAIPOLITIK | s | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA

DAN SUARA CALON

ZOIO_{ZE 1_.:”.—..—_ DAN Sbw.r ;

PARTAI GOLONGAN KARYA

-2 -0 R - ER B o L e L

_Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calon

i

S e e e g

|
1,
|
|

S E M g P e I i e T AT =, 2 ' TR =
LA e B - B, = : e

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON

PARTAI GERINDRA

Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calon

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI

1 _~ 3 _. 5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK _
1 2 3 4 —m 6

7 _m 9 10 14 15




PROVINSI PEMEKARAN : MODEL H.p DPRD PROVINSI
MEKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINS] : Halaman 5
NO. PARTAI RINCIAN
KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK JUMLAH JUMLAH
. DAN SUARA CALON PINDAHAN | KOTA | KOTA KOTA | KOoTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA | KOTA PINDAHAN
S = . == 4 E T3 4 °5 el = o [] 9 10 11 12 13 I =6 ST 17 2 18
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
5 PARTAI GOLONGAN KARYA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calon
e TR e e e T Y s EEil Ty e | Mgl e e e T S e e e e U TEHT - e )
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
6 PARTAI GERINDRA
1
2
3
4
5
6
7
B
9
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
1 _~ 3 4 5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 _m 6
7 ] 9 10 14 15




MODEL DC-1 DPRD PROVINSI

PROVINSI PEMEKARAN PEMEKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD PEMEKARAN PROVINSI Halaman 5
NO. PARTAI RINCIAN
kaB; | kas/ | kaBs | kaB; | kaBy | kAB; | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KAB/ | KaB/
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Lampiran | MODEL EA-1

PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN  : Halaman 4
NOMOR
URUT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PENNGK::L:‘;AM 48
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15. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
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MODEL EA-2

INDUK/PEMEKARAN

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU KEJADIAN KHUSUS
DALAM PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD PROVINSI HASIL
PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

Dalam Rapat Pleno penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan
calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi .........cccocoovivvisrerenne dan
Provinsi .....cccececeevveieienvciciineeenn, ada/tidak ada *) keberatan dan/atau kejadian khusus
yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik yang hadir dan putusan Rapat Pleno KPU
Provinsi Induk, sebagai berikut :

Keberatan dan/atau Kejadian Khusus:

.........................................................................................................................................................

Putusan Rapat Pleno KPU Provinsi Induk :

Demikian keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai
Politik serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

KPU PROVINSI ....covevernviiviecneenes

L Ketua
B nesc SRR Anggota L
e Anggota
. T Anggota

N ANQRORY  cinasnssusisasiiies



10

11

12

13

14

15

Lampiran I Model
EA-1 Pemekaran

Lampiran II Model

EA-1 Induk

Lampiran II Model
EA-1 Pemekaran

Model EA-2
Induk/Pemekaran

Model EA-3 induk

Model EA-3
Pemekaran

Model EA-4
Induk/Pemekaran

Model EA-5 Induk

Model EA-5
Pemekaran

2-

Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap
Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi
Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD
Provinsi Hasil Penataan dan Pengisian
Keanggotaan DPRD Pada Daerah Induk dan
Pemekaran.

Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik
Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan
DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan
Pemekaran.

Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik
Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan
DPRD Provinsi Pada Daerah Induk dan
Pemekaran.

Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian
Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara dan
Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon
Terpilih Anggota DPRD Provinsi Hasil Penataan
dan Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah
Induk dan Pemekaran.

Daftar  Calon  Terpillh Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran.

Daftar  Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran.

Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih
Anggota DPRD Provinsi Induk dan Pemekaran.

Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran.

Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Provinsi Pada Daerah Induk dan Pemekaran.



II.

3-

DPRD Kabupaten/Kota Induk/Pemekaran

Model EB
Induk/Pemekaran

Model DB-1 DPRD
Kabupaten Induk

Model DB-1 DPRD
Kabupaten/Kota
Pemekaran

Model EB-1 Induk

Model EB-1
Pemekaran

Lampiran I Model
EB-1 Induk

Lampiran | Model
EB-1 Pemekaran

Lampiran II Model
EB-1 Induk

Lampiran Il Model
EB-1 Pemekaran

Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan
Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon
Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan
Pengisian Keanggotaan DPRD Pada Daerah
Induk dan Pemekaran.

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Setiap Kecamatan Di Tingkat
Kabupaten/Kota Hasil Penataan Dan Pengisian
Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada
Daerah Induk Dan Pemekaran.

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Setiap Kecamatan Di Tingkat
Kabupaten/Kota Hasil Penataan Dan Pengisian
Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada
Daerah Induk Dan Pemekaran.

Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah
Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian
Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada
Daerah Induk dan Pemekaran.

Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah
Partai Politik Hasil Penataan dan Pengisian
Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada
Daerah Induk dan Pemekaran.

Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap
Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD
Kabupaten/Kota Serta Peringkat Suara Sah
Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Pada Daerah Induk dan Pemekaran.

Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap
Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD
Kabupaten/Kota Serta Peringkat Suara Sah
Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Pada Daerah Induk dan Pemekaran.
Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik
Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan
DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan
Pemekaran.

Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik
Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan



10.

a1l

12.

13.

14.

15.

Model EB-2
Induk/Pemekaran

Model EB-3 Induk

Model EB-3
Pemekaran

Model EB-4
Induk/Pemekaran

Model EB-5 Induk

Model EB-5
Pemekaran

4-

DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan
Pemekaran.

Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian
Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara dan
Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon
Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Pada Daerah Induk dan Pemekaran.

Daftar Calon  Terpilih  Anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan
DPRD Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan
Pemekaran.

Daftar Calon  Terpilih  Anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan
Pemekaran.

Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih
Anggota DPRD Kabupaten/Kota Induk dan
Pemekaran.

Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan
Pemekaran.

Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Kabupaten/Kota Pada Daerah Induk dan
Pemekaran.



MODEL EA-3

INDUK
DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI
PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN
NO. PARTAI POLITIK el NAMA CALON TERPILIH SUARA SAH ‘;ﬁ‘;’;f?:g
1 2 3 4 5 6
1 .
2
3
4
5
. )
= - . o
- )
9
10 _
11 -
12 . )
PSTR—— . ; I I

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ........ccoonneriimimmnnanssossmsssssmmnesenrasns

....................................................

Ketua

Anggota.

Anggota
Anggota

Anggota




MODEL EA-4

KOP KPU INDUK/PEMEKARAN
PROVINSI
............ p resgssrsrsbsrmsranrrrisrnin ROV LG
Kepada
Nomor : Yth. Dewan Pimpinan Daerah
Sifat : Segera PALRAL i csasoinsimaiimissin
Perihal : Pemberitahuan Penetapan Terpilih
Anggota DPRD Provinsi Induk dan Pemekaran. Di-

(Provinsi Induk)

Berdasarkan putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Y
dalam penetapan terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi HaSIl
Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah
Induk dan Pemekaran Tahun ........, serta sesuai ketentuan Pasal 321 ayat (1) dan Pasal
370 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Nama D nwms e oA WO S R AR O SV SRR S A S s
2. Alamat s masursnaararn bSO S R R SRR R A TR R B e
3. Partai Politik S e s i R S R S S e
4. Nomor Urut Dalam

DCT
5. Daerah PemiliNan ...ttt st see st v e e sesmn s s e e s

dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi ...........ococeoevenen. pada Provinsi
Induk/Pemekaran *) Tahun ..........

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSE iciimamsmnsinmmimis

Tembusan kepada :
1. Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
2. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
R T e N,
O R
Tanda Terima
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama
2. Partai Politik i
3.Jabatan dalam KEPENGUIUSAN : .....ooueirioieiveieii e e eseesess e seeeseesses s s e eesees e ee e ees oo,
Partai Politik

.................................................................................................................

G AIAMAL et ettt e r e et e er et et et ee et een e
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari ... tanggal ....... bulan
............................. tahun ..........., telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota
DPRD Provinsi .......c.ovirenn. pada Provinsi Induk/Pemekaran*) Nomor : ...............
tanggal ............bulan ........cc.ccoeoevenene. Tahun .......... dari KPU Provinsi.
Yang Menerima
Tanda Tangan : ...

NamalLengkap: ..........cccoovevnnenn.



REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK

MODEL EA-5
INDUK

HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI
PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

PROVINSI : ..

z
>

PARTAI POLITIK

PEROLEHAN KURSI

-------

..........

DAPIL

JUMLAH

e
—lo Y @O Non e W e

—
(%]

PARTAINASDEM
PARTAI KEBANGKKITAN BANGSA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PARTAI PDI PERJUANGAN

PARTAI GOLONGAN KARYA

PARTAI GERINDRA

PARTAI DEMOKRAT

PARTAI AMANAT NASIONAL

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
PARTAI HATI NURANI RAKYAT
PARTAI BULAN BINTANG
PARTAI PKP INDONESIA

Jumlah

oy |

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ....cccvourenremaresnenns

Ketua
Anggota.
Anggota
Anggota

Anggota




MODEL EA-5
PEMEKARAN

REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI
PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

PROVINSL civisic s iisseii

z
e

PARTAI POLITIK

PEROLEHAN KURSI

.......

DAPIL ......... DAPIL .........

JUMLAH

P | i |
N o 0 N e W N e

PARTAI NASDEM -
PARTAI KEBANGKKITAN BANGSA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PARTAI PDI PERJUANGAN

|PARTAI GOLONGAN KARYA

PARTAI GERINDRA

|PARTAI DEMOKRAT
| PARTAI AMANAT NASIONAL

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

|PARTAI HATI NURANI RAKYAT

PARTAI BULAN BINTANG
PARTAI PKP INDONESIA

Jumlah

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

Ketua
Anggota.
Anggota
Anggota

Anggota

.............................................




MODEL EB

INDUK/PEMEKARAN

BERITA ACARA
TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA HASIL
PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PADA
DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

Pada hatd 100 conusnnnna: TANERAL scvicnivin bulan ... tahun ............. ,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) .........cccocevviniiveinserennnnn, telah melaksanakan Rapat
Pleno untuk menetapkan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*) Hasil Penataan dan Pengisian
Keangotaan DPRD Kabupaten/Kota*) Induk dan Pemekaran pada Kabupaten/Kota*)

..dan Kabupaten/Kota*) ... versnsnnnnennn t@hUN ..., Sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 370 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih
Anggota DPRD Kabupaten/Kota*) Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD
Kabupaten/Kota Pada Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran, Rapat Pleno KPU
Kabupaten/Kota*) memutuskan :

1. Menata dan menetapkan hasil perolehan suara sah Partai Politik dan suara calon Anggota
DPRD Kabupaten/Kota hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota
pada Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran. sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

2. Melakukan rekapitulasi dan merinci jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon
anggota DPRD kabupaten/kota serta peringkat suara sah calon anggota DPRD kabupaten/kota
hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pada kabupaten/kota induk
dan pemekaran di setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

3. Menetapkan bilangan pembagi pemilih dan jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik
pada setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota hasil penataan dan pengisian
keanggotaan DPRD kabupaten/kota pada kabupaten/kota induk dan pemekaran,
sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

4. Menetapkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota hasil penataan dan
pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pada kabupaten/kota induk dan pemekaran,
sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.



5. mencatat keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan
suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota
hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pada kabupaten/kota induk
dan pemekaran, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

6. memberitahukan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota
hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pada kabupaten/kota induk
dan pemekaran kepada kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Induk dengan
tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir
dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan suara dan kursi
Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota hasil penataan dan
pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pada kabupaten/kota induk dan pemekaran
adalah :

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan Di Tingkat
Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD kabupaten/Kota)
yang disahkan oleh KPU Provinsi Induk;

2. Keputusan KPU Kabupaten ...........cccccococcrevvirennns Nomor ...........ccoeveene.e. tentang Penetapan
Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Induk dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan
calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD
kabupaten/kota pada kabupaten/kota induk dan pemekaran, ada/tidak ada *) keberatan
dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Partai Politik yang hadir, sebagaimana
terlampir dalam berita acara ini..

Terhadap keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU
kabupaten memutuskan :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................



Pelaksanaan Rapat Pleno KPU kabupaten disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik, Badan
Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi)/Panwaslu Kabupaten dan masyarakat.

Demikian putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara ini,
dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta saksi utusan Partai Politik
yang hadir dan dibuat dalam rangKkap ....... (ceccersmemsissinssiininnnnnen), disampaikan kepada:

1. Satu rangkap masing-masing untuk pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi induk;
2. Satu rangkap untuk KPU.

3. Satu rangkap untuk Bawaslu Provinsi;

4. Satu rangkap untuk KPU Provinsi

4. Satu rangkap arsip KPU Kabupaten.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ...ccccoimimmnnmninansne s s

Ti oS (iR Ketua
L Anggota

B sinassssossanssensonesrasnansanssaRRETRRReCHSIIASRRNASE RIS Anggota

B i S SRR A eI SO VRS SR e VRS ANggota e

B i SR SRS SR T i Anggota



SAKSI PARTAI POLITIK
NAMA SAKSI PARTAI TANDA TANGAN

POLITIK
Partai NasDem | oo,
2. Partai

Kebangkitan

Bangsa
2. Partai Keadilam | e isessssssssssssesees

Sejahtera
4. PDI Perjuangan
5. Partai GOIONGAN | ........cocoomsssssssssssssessssssssonssss

Karya

6. Partal Gerindra | oo
7. Partai Demokrat
8. Partai Amanat

Nasional
9. Partai Persatuan

Pembangunan
10. Partai Hati | s e eee e
Nurani Rakyat

14. Partai Bulan

Bintang
15. Partai Keadilan

dan Persatuan
Indonesia
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e e uHaEEkfré i = PRt e e el ( =w b o e arag = e e R e A o R R R e SN At e B L v el il L 20 Ll
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
8 PARTAI AMANAT NASIONAL
1
2
3
4
5
3
7
8
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
1 _u 3 T 5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 [s 6
7 ¢ 9 10 14 15




KABUPATEN/KOTA*) INDUK

MODEL DB-1 DPRD

PROVINSI KABUPATEN
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA —_—y
NO. PARTAI
v RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC JUMLAH
e DAN SUARA CALON e i s - S s Sl s o PINDAHAN
s == = e s .“' | ST AW = = o =5 A 7 P Ee n tis
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON - n
9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
1
2
3
4
5
6
7
]
9
10
11
12
_-EE. Suara Sah Partal dan Suara Calon
e e s e i, T e = — saniEs
zo:on.\sza PARTAI DAN CALON
10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT
1
2
3
4
5
6
7
[}
Suara Sah Partal dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
1 _N _u _.
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 6
7 8 9 10 15




MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN/KOTA*) INDUK : _sﬂ_ﬂh“”m!
PROVINSI : Halaman 7

DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO. PARTAI RINCIAN
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK JUMLAH KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC JUMLAH

w. DAN SUARA CALON PINDAHAN = s = = il Sk s e M a i il - e PINDAHAN

1 ot Gere—y ; - 3 ) £§> [ 1 [ [] 10 =l 12 17 14 15 _16 17 | D

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON

9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1

i

]

4

5

6

7

[]

9

10

11

12

Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calon
2 .T. R NGRS e e ;uufll.-hlwuqblwmmﬂllln = ¥ e S e L e T ml.nhu.hlrll.; S RETI L TARY Y F SRS L.q.m.n:Mﬂ.ulu = T

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON

-
=

PARTAI HATI NURANI RAKYAT

-0 Rl el el e e L Cod

-

=
=1

11

-
a

Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calon

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

1 _u 3 + __m
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 5 6

7 B 9 10 14 15




KABUPATEN/KOTA*) INDUK

PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO. PARTAI RINCIAN
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK | JUMLAH KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC JUMLAH AKHIR
v DAN SUARA CALON PINDAHAN | — — — i — = - % = i 2 L = L -
s e e ey 1) = T ) H 6 7 [l D) 10 i1 12 13 14 =15 17 T
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON

9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

$

2

3

1

5

6

7

[

9

10

11

12

e e htr.,.l.ll E S AT T s == S e ==
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON

10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT

1

2

3

4

s

3

7

8

9

10

11

12

Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calon

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

1 _»

3

O

NA

MA/TANDA

TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK

4

[s

10

14




'MODEL DB-1 DPRD

KABUPATEN/KOTA*) INDUK : KABUPATEM
PROVINSI : .u.ucs
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA : Holaman &
NO. PARTAI RINCIAN
v, | RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC JUMLAH
_ DAN SUARA CALON s i i s e e i s i i - - = PINDAHAN
T R T s PR e s e B 5 3 7 [ [ 10 i 1z T 1 15 I T 17 AN | e
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
14 PARTAI BULAN BINTANG
1
2
3
4
5
3
7
]
9
10
1
12
Tumiah Suara Sah Partai dan Suara Calon
et s s e e T e e T S e e

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON _
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

[l Ll bt ol
b b 1= B 0 S0 8 (0 N () 60 5 1

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

1 —M 3 4 T
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 5 6

7 a8 9 10 14 15




MODEL DB-1 DPRD

KABUPATEN/KOTA®) INDUK KABUPATEN
PROVINSI VR ”
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA
NO. PARTAI RINCIAN
(v, | RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK | JUMLAH KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC JUMLAH
‘ DAN SUARA CALON PINDAHAN i o s N e i i s e - . . - . . PINDAHAN
1 e e R s 3 4 B A 7 [ 9 ERT =1 - 1z =1 i 15 16 17 30
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
14 PARTAI BULAN BINTANG
1
2
3
4
5
2]
7
[
q
10
11
12
h Suara Sah Partai dan Suara Calon
s LUt o e e S se s Ry = ST e Y B S C == 2 =
zo:o»\z.__ib PARTAI DAN CALON
15 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
1
2
3
4
5
o
7
8
9
10
11
12

Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calon

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
1 2 3 __ﬂ
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 5 (]

10

14




"~ MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
KABUPATEN/KOTA®) INDUK INDUK
FROVINS ﬁ Halaman 8
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA
NO. PARTAI RINCIAN
W RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK JUMLAH KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC JUMLAH AKHIR
. DAN SUARA CALON PINDAHAN i i o o i — - —_ — - oo, . - e
1 > e R e T 1 = & 7 [ ) 10 11 12 13 it |.._.m 16 e =
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
14 PARTAI BULAN BINTANG
1
2
3
4
5
6
7
i)
9
10
11
12
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
15 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
1
2
3
4
5
6
7
B
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
1 T 3 \__.II _m
NAMA /TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 4 5 6
7 _w 10 14 15




SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SETIAP KECAMATAN MODEL DB-1 DPRD

DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN DPRD KABUPATEN/KOTA KABUPATEN
PADA KABUPATEN/KOTA INDUK DAN PEMEKARAN PEMEKARAN
diist berdasarkan formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Halaman 1 —
KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA
URAIAN RINCIAN PEROLEHAN SUARA
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH K e e e e KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC L.uzc._.
2 R e | P 3 4 5 6 7 B 9 W 1 12 13 1. 15 16 e - =18 19 - ¢
DATA PEMILIH
LK
1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT) PR
ML
LK
2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih PR
Tambahan (DPTh)
ML
LK
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus P
(DPK) R
ML
LK
4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna
KTP dan KK/nama sejenis lainnya PR
IML
LK
5. Jumlah Pemilih (1+2+43+4) PR
ML
PENGGUNA HAK PILIH
LK
1. Pengguna hak pilih dalam DPT FR
ML
LK
2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari
TPS lain UL
IML
LK
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus PR
(DPK)
IML
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus LK
Tambahan (DPKTh)/pengguna KTP dan KK/Nama PR
sejenis lainnyta ML
LK
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih [1+2+344) PR
IML
NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
1 _n 3 _+ _m
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 i 4 —m 6
7 —m 9 10 14 15




KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN : MODEL DB-1 DPRD
PROVINSI : KABUPATEN
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA :

URAIAN RINCIAN PEROLEHAN SUARA
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH JUMLAH KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC JUMLAH
PINDAHAN e o i R S = il s s iy A AT caan PINDAHAN
= e [r=3 B WS e == L 8 9 10 ;¥ 12 13 = 16 7 =]
DATA PEMILIH
LK
1. jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih R
Tetap (DPT)
IML
LK
2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih PR
Tambahan (DPTh)
IML
LK
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus
PR
(DPK)
IML
LK
4, Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna R
KTP dan KK/nama sejenis lainnya
IML
LK
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4) PR
ML
PENGGUNA HAK PILIH
LK
1. Pengguna hak pilih dalam DPFT PR
IML
LK
2. Pengguna hak pilih dalam (DPTh)/Pemilih dari
TPS lain I8
IML
LK
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus
PR
(DPK)
IML
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus =
Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama PR
sejenis lainnyta ML
LK
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) PR
IML
NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
1 T 3 4 5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 —m ]
r g _m 9 10 14 15




MODEL D8-1 DPRD

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN : KABUPATEN
PROVINSI : PEMERARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA R Jislamen 1
NO. URAIAN RINCIAN PEROLEHAN SUARA
| oararemu o rovcamavuncrn | ot s T T [ e T T —HEEHERE
BTN B T e e e = 3 [ 9 10 11 =" 15 16 17 TS 19
A |DATA PEMILIH
LK
1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih PR
Tetap (DPT)
ML
LK
2, Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih PR
Tambahan (DPTh)
IML
LK
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus
PR
(DPK)
ML
LK
4, Pemilih Khusus Tambahan (DPKTh)/pengguna PR
KTP dan KK/nama sejenis lainnya
ML
LK
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4) PR
ML
B. |PENGGUNA HAK PILIH
LK
1. Pengguna hak pilih dalam DPT PR
ML
LK
2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari ==
TPS lain
IML
LK
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus
PR
(DPK)
IML
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus X
Tambahan (DPKTh)/pengguna KTP dan KK/Nama PR
sejenis lainnyta ML
LK
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1424344) PR
IML
NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
1 _m 3 __—
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 _m Gl
7 _m 9 10 14 15




KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN

PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

| EE

PEMEKARAN
Halaman 2

NO. URAIAN RINCIAN
KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC JUMLAH
n DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA s o = 5% 25 = o = o = = - o - o PINDAHAN
1 ESERIA Y I 3 v 5 6 k] [ 9 10 11 1 i [ NS 15 16 a7 18 K
Jumlah surat suara yang di gan 2%
1 (24344)
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak
dan/atau keliru coblos
3 |lumlah surat suara yang tidak digunakan
4 |lumlah surat suara yang digunakan
NO. URAIAN RINCIAN
KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC JUMLAH
. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH i o = St o T o R o S A% o o PINDAHAN
=1 R s Td Ll e e S E - T VS B | e e | Ve B =T 15 TR 37 P IR
1 |lumlah Suara Sah Seluruh Partai Politk
2 |lumlah Suara Tidak Sah
3 |lumlah Suara Sah dan Tidak Sah

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

[ [

NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK

|5

10

14




KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN

MODEL D8-1 DPRD

KABUPATEN
PROVINSI prusntepy
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA
NO. URAIAN RINCIAN
UMLAH KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC JUMLAH
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA !
1L PINDAHAN — T (R — - — S - - == P r— | [p——— PINDAHAN
= == 3 4 5 6 7 [] 9 10 1 1z i3 11 15 16 17 : 18-
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%
1
(2+3+4)
3 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak
dan/atau keliru coblos
3 (lumlah surat suara yang tidak digunakan
4 |lumlah surat suara yang digunakan
NO. URAIAN RINCIAN
UMLAH KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC JUMLAH
DATA SUARA SAH DAN TIDAK I
) SR TIIN aa PINDAHAN |  — s - - i - s o . s o o e o PINDAHAN
S e ey ey vy —cprm = 2 T s . — 0 0 ETE T FE] T e T T 7 ===
1 |Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politk
2 |Jumlah Suara Tidak Sah
3 |lumlah Suara Sah dan Tidak Sah
NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
1 2 3 —A
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 + _m 6
7 8 10 14 15




KABUPATEN/KOTA*®) PEMEKARAN

MODEL DB-1 DPRD
PROVINSI KABUPATEN
PEMEKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA Hal 2
NO. URAIAN RINCIAN
i DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA Luz::_ - i -~ KEC EwC K o Kee e Hee - Kee KEe KEC T jumLAn AKHIR
1 T | il 4 5 & 7 ] ) 1 11 1z 13 1 T s e 7 10 17 m
1 |lumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%
(2+3+4)
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak
dan/atau keliru coblos
3 |lumlah surat suara yang tidak digunakan
4 |lumlah surat suara yang digunakan
NO. URAIAN RINCIAN
i DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH JUMLAH KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC JUMLAH AKHIR
e P T S S T e T A T e T T T e B g e T 3 e Y [ e | B T T ) Ty I T T .—IM.J RGN |
1 |lumiah Suara Sah Seluruh Partai Politk
2 |Jumlah Suara Tidak Sah
3 [Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
NAMA /TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
: [ s [ P
— NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 4 5 6
7 _u 10 14 15




KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

PARTAI RINCIAN

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC JUMLAH
DAN SUARA CALON A P iy o — — e - - — — —_ — f— — PINDAHAN
Rt T LT 3 T S 3 7 0 5 =1 [T 1z i3 [T} is =18 7 Sl EAREE
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
1 PARTAI NasDem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calon | [r—— I S—— — | ——— NS
R FeT I.J.I..- M S R R S A S S P e S g e e e e e = R = f 2 e R SRR i e £
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Suara Sah Partal dan Suara Calon

NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

1 _N 3 b _m
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 5 &

7 _m 9 10 14 15




KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN : MODEL DB-1 DPRD
PROVINSI 1 KABUPATEN

DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA : ﬂ!m 3

NO. PARTAI RINCIAN
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK JUMLAH KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC JUMLAH
" DAN SUARA CALON PINDAHAN | . e i i i 22 S 55 i i s . PINDAHAN
o e e e SR T SRR e e T [T Y 5 6 A 8 9 10 1 12 I BT =15 16 V=" T
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
1 PARTAI NasDem
1
2
3
4
5
6
7
[
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calon
B A e e T T e e TR s s e = —oa SUENE AT ) P s Sois = = Alys et SE
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
1 _N 3 4 5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2z 3 4 5 6
7 _m 9 10 14 15




KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN MODEL DB-1 DPRD
PROVINSI M-{cn”nﬁ
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA 5 g
NO. PARTAI RINCIAN
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK JUMLAH KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC
. DAN SUARA CALON PINDAHAN | s S S = e ~ e — . o . . — | JUMLAHAKHIR
=1 =S b e = s S 6 7 ] ) 10 1 = 1 T = ST
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
1 PARTAI NasDem
1
2
3
4
5
&
7
8
q
10
11
12
_.E-_n-— Suara Sah Partai dan Suara Calon
S L e e i = = = = = = = = —_
R e T U e 33 = T ;
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
1
2
3
4
s
6
7
[
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
1 _M 3 4 5
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 4 5 6
7 § 10 14 15




KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN 3 KABUPATEN
PROVINSI 1 EEMEKARAN

Halaman 4
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA : !

PARTAI RINCIAN
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC JUMLAH
DAN SUARA CALON i i e s iy ik e e i e Ee s - — = PINDAHAN
s e Ty 3 iR + =u3 3 7 = 9 10 [TH 1z 3 it ||I_M”m[.|l th. T
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
1
2
3
4
5
&
7
f
9
10
11
12
__.!_n.. Suara Sah *..n_.on_ dan Suara n-_.z. .
e T e R O e T N e e T DS B e S e e S e e W R e s e e e e B s e
NOMOR/NAMA PARTAI _ub! CALON
4 PDI PERJUANGAN
1
2
3
4
5
6
7
]
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
1 2 3 \_H _u
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 s L]
7 B 9 10 14 15




KABUPATEN
PROVINSI PEM
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN 1 5 MODEL DB-1 DPRD

NO. PARTAI RINCIAN
v RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK JUMLAH KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC JUMLAH
: DAN SUARA CALON PINDAHAN R e Y, A, e e e S i s o vt o i PINDAHAN
1 e = ] 3 e i e 4 5 6 7 [ g = — i 12 13 14 .w-. 16 T e | )
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
1
2
3
+
5
(]
7
i)
9
10
11
12
Suara Sah Partai dan Suara Calon
R P e = AT s TS ey - C e
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
4 PDI PERJUANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
lah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA /TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
1 _N 3 —A —m
NAMA /TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 _m 6
7 ] 9 10 14 15




KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN

MODEL DB-1 DPRD

PROVINSI el
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA brar iy
NO., PARTAI RINCIAN
W RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK JUMLAH KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC JUMLAH AKHIR
. DAN SUARA CALON PINDAHAN i s e s i i i i & iag R i B e
i : SIS 3 = ==SSL T 6 i1 1l 9 10 i 2 13 : d S T |
ZOIOE.E PARTAI DAN CALON
3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
1
2
3
4
5
3
7
8
9
10
11
12
h Suara Sah Partai .__n_. m.S_.n nn_a..
g +_.uw.b“..~...n.p AT P R e e S At 1 : P L e e I et =
ZQIO’\;E PARTAI Uh.z ﬂ.f_roz
4 PDI PERJUANGAN
1
2
3
4
-]
6
7
i)
9
10
11
12
lah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
1 —n 3 5 _m
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 S 6
7 8 9 10 14 15



KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
PEMEKARAN

Halaman 5

NO. PARTAI RINCIAN
i RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC JUMLAH
& _u.—z SUARA CALON paricy pE arvis e P =i oy i S iz P - == - o PINDAHAN
== T - — — = s 7 I 0 10 1 |HIL 15 16 17 18
za!a_n\z_h:b PARTAI _ub.z grcz
5 PARTAI GOLONGAN KARYA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
] h Suara Sah Partai dan Suara Calon
g AT Dg ol RN o T : =i et e i = =y o= TR = o
zo:o_-\zpzb PARTAI DAN CALON
6 PARTAI GERINDRA
1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
11
12
Jumlah Suara Sah Partal dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
1 _m T _ i ”
NAMA /TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 _m 6
7 _m 9 10 14 15




KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINSI

MODEL DB-1 DPRD

KABUPATEN

PEMEKARAN
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA Halaman 5
NO. PARTAI RINCIAN
W RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK JUMLAH KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC JUMLAH
: DAN SUARA CALON PINDAHAN ica i, o i i =v P RE i i A PINDAHAN
e =—tee o8 e S a T O e 3 =T T 7 3 = FTe 1z i3 = T =1 RE
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Suara Sah Partai dan Suara Calon
o ot P 1 Nt s A N AL T -z = “ud = = e
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
6 PARTAI GERINDRA
1
2
3
4
5
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7
8
9
10
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12
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
1 2 3
NA sb\._.bzlcb TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 Y 3 4 5 6
7 R 9 10 14 15




KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN : MODEL DB-1 DPRD

Frovies " e
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA : g
NO. PARTAI RINCIAN
v, | RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK | juMLAH KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC G Akl
: DAN SUARA CALON PINDAHAN 32 R = =i — — — . . — o . )
1 e B paeue—— AR e L S S 5 3 3 B 9 A T 11 1z 13 i 15 6 =17 18
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
5 PARTAI GOLONGAN KARYA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12

Jumiah Suara Sah Partal dan Suara Colon

T T vt TETEEE e = I e
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
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2
3
4
5
]
7
]
9
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12
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon
NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
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NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 5 6
7 _m 9 10 14 15




KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN MOODEL DB-1 DPRD
PROVINSI KABUPATEN
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA SFRMIRM AN
Halaman 6
NO. PARTAI RINCIAN
W RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC JUMLAH
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5
]
7
]
9
10
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3
4
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6
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8
9
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NAMA/TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
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NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 [s 6
7 8 9 10 14 15




DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA v—n.u!-_!. 6

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN : RO Boi DR
PROVINSI : KABUPATEN

NO. PARTAI RINCIAN
. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK JUMLAH KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC JUMLAH
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1 _N 3 T T
NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK
1 2 3 4 _m 6
14 15
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KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN

PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO. PARTAI RINCIAN
W RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK JUMLAH KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC
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o Ch R e e e e R e R U S e e A e e CAERE s e S e e e S S o ==
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
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4
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KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN

PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

MODEL DB-1 DPRD

z
e

PARTAI

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
DAN SUARA CALON
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NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON i
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MODEL DB-1 DPRD

KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN KABUPATEN
PROVINSI rosasasey
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA Hataman
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1 2 3 4 5 -]
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KABUPATEN/KOTA®) PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA
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MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN ' KABUPATEN
PROVINSI : v.ﬂ_mo;”z
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KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

e sl H 25
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MODEL DB-1 DPRD
KABUPATEN
KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN : PEMEAR AN
PROVINSI : Halaman 8
DAERAH PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA :
PARTAI RINCIAN
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK JUMLAH KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC [UMLAH AKHIR
DAN SUARA CALON PINDAHAN e i P e - it - - - . = e
= S LU A § = 3 + Rk 5 T~ ) D Y EE = e 13 M TS 15 16 G ST
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON
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MODEL EB-1

INDUK
REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
PADA KABUPATEN/KOTA INDUK DAN PEMEKARAN
KABUPATEN/KOTA*) INDUK
PROVINSE =00 s i e S s e
PEROLEHAN SUARA SAH
i PARTAI POLITIK A
URUT DAPIL ....... DAPLL ........ DAPIL ... SUARA SAH
1 2 3 4 5 6
1 |PARTAINASDEM
2 |[PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3 ||PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
4 |IPDI PERJUANGAN
5 |[PARTAI GOLONGAN KARYA
6 |IPARTAI GERINDRA
7 |PARTAI DEMOKRAT
8 |PARTAI AMANAT NASIONAL
9 |PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10 |PARTAI HATI NURANI RAKYAT
14 |[PARTAI BULAN BINTANG
15 ||[PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
JUMLAH
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5.

*) Coret yang tidak perlu
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Anggota

Anggota




Lampiran |
MODEL EB-1

INDUK

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
SERTA PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA HASILPENATAAN DAN PENGISIAN

PADA KABUPATEN/KOTA INDUK DAN PEMEKARAN

KABUPATEN/KOTA®) INDUK
PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN
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URUT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH FRARIGRAT, JUARA SAM
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KABUPATEN/KOTA®) INDUK
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN

Lampliran | MODEL EB-1
INDUK
Halaman 2

NOMOR
URUT

PARTAI POLITIK / NAMA CALON

SUARA SAH

PERINGKAT SUARA SAH
CALON

2

4

4. PDI PERJUANGAN

@~ W=

JUMLAH

NOMOR
URUT
DCT

PARTAI POLITIK / NAMA CALON

SUARA SAH

PERINGKAT SUARA SAH
CALON
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4

5. PARTAI GOLONGAN KARYA
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PARTAI POLITIK / NAMA CALON

SUARA SAH

PERINGKAT SUARA SAH
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4

6. PARTAI GERINDRA

JUMLAH
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URUT
DCT

PARTAI POLITIK / NAMA CALON

SUARA SAH

PERINGKAT SUARA SAH
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KABUPATEN/KOTA®) INDUK

Lampiran 1 MODEL EB-1 INDUK

PROVINSI B Halaman 3
DAERAH PEMILIHAN
NOMOR
unur PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH pmmax&rl‘::m o
1 2 3 4
8. PARTAI AMANAT NHSIONA_L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 )
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12
JUMLAH
NOMOR
URUT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PENNGK:ATLOS:QM A
DCT
1 2 3 4
9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
1
2
3
4
5
[
7
8
9
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JUMLAR
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URUT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH s Do
DCT
1 2 3 4
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
JUMLAH
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URUT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PBR]NGK::LOS‘;‘M AR
DCT
1 2 3 4
14. PARTAI BULAN BINTANG
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6
7
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9
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KABUPATEN/KOTA*) INDUK

PROVINSI .

DAERAH PEMILIHAN

Lampiran 1 MODEL EB-1 INDUK

Halaman 4
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URUT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PBRINGK::'L‘S)(:‘AM e
pcT
1 2 3 4
15. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
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KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)
1. Ketua
2 Anggota
3 Anggota
4 Anggota
5. Anggota

*) Coret yang tidak perlu




PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
PADA KABUPATEN/KOTA INDUK DAN PEMEKARAN

KABUPATEN/KOTA*) INDUK: ...............

LAMPIRAN 11
MODEL EB-1 INDUK

PROVINSI R
DAERAH PEMILIHAN : ciicviimcimmmissssssiiossnsss ssansnnism
1 lumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik
2 Alokasi Kursi -
3 Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) :
TAHAP | TAHAP 11 JUMLAH
NO. PARTAI POLITIK SUARA SAH PEROLEHAN PERINGKATSisA | PEROLEHANKURSI { pEROLEHAN
KURSI SISA KURSI SISA SUARA SUARA TERBANYAK | BERDASARKAN SISA KURSI
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*) Coret yang tidak perlu
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KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN

Lampiran 1 MODEL EB -1

PROVINSI rmmumux nsn
DAERAH PEMILIHAN
NOMOR
URUT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PER'NGK::LE';‘““ AN
DCT
1 2 3 4
8. PARTAI AMANAT NASIONAL
l ————————— - S
2 — e ———
3 | o S - .
‘ —
5__ e == ——t e =S R
— o —
-? ) —_— — e r—————————
B S
9 ) N - B I
| 10 o B
11 - E i
12 - B o I
~ |jumLAH
NOMOR
Ryt PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH ?ER’"GKQIL;‘;“M sAu
1 2 3 4
9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
1 — M
__2 — — ————— — - - — ————————
3 ——-
4 e ————————— ——— —
5 ————————
L . _ ——
et —
’ — _ —
g e E— . —
10 - B
11 S | B B
12
~ |jumLAn
NOMOR
URUT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PE”"G“&‘:Lg';““ A
DCT
1 z 3 4
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT
1 g - — c—
2 S — — — S
3 ————— e S i —— e ——
=2 . -
5 - = L I
= -
]
B ———————— — i
2 —
| 10 | i
11 S | -
12 e o [ ———
~ |JUMLAH
NOMOR
URUT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH PE”"““&‘:&‘” i
DCT
1 2 3 4
14. PARTAI BULAN BINTANG
l — — —— — -
2 e p— i — | ——
3- N
‘ .
5 e e — - e ——
5 L —1—
7 - ——— oo - .
a ———————— -
.




KABUPATEN/KOTA*) PEMEKARAN

Lamplran | MODEL EB-1

PROVINSI : PEMEKARAN
DAERAH PEMILIHAN : Halaman 4
NOMOR
G
URUT PARTAI POLITIK / NAMA CALON SUARA SAH e
DT
1 2 3 4
15. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
1
2 — . — e o - —— —_—
3 — — S
‘ -
5 - B SRA— - -
— 6 — — -
7 - -
B - S - — — -
9 - - - -
10 S o
11 . — - -
- 12 —_—
JUMLAH
===V | 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA®*)
) 31 Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

*) Coret yang tidak perlu
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MODEL EB-2

INDUK/PEMEKARAN

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ATAU KEJADIAN KHUSUS
DALAM PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA HASIL
PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN KABUPATEN/KOTA
PADA KABUPATEN/KOTA INDUK DAN PEMEKARAN

Dalam Rapat Pleno penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan
calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota*) hasil penataan dan pengisian keanggotaan
DPRD kabupaten/kota induk dan pemekaran Pada Kabupaten/Kota*) ..........c.cccee.
dan Kabupaten/Kota*)..........cccevnvesesienieiininnnnn,, ada/tidak ada *) keberatan dan/atau
kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Politik yang hadir dan putusan
Rapat Pleno KPU kabupaten Induk, sebagai berikut :

Keberatan dan/atau Kejadian Khusus:

.........................................................................................................................................................

Putusan Rapat Pleno KPU kabupaten Induk :

Demikian keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi utusan Partai
Politik serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU kabupaten Induk.

KPU KABUPATEN ...cccoivsnnessssansonsssennsssnsns

D e RS i s Ketua

B sissisin bR e Anggota

S e R e ADGEOEE isunaiviisssiissieiaii
. Anggota

M e R R R RS Anggota



MODEL EB-3

INDUK
DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN
KABUPATEN/KOTA®) oo
PROVINST  fooeoeomeeeeone oo
DAERAH PEMILIHAN & oo 0
NO. PARTAI POLITIK g NAMA CALON TERPILIH SUARA SAH | o VEEAT
1 2 3 4 5 6
% .
: ]
: -
3 B o
5
2 )
: ]
8 —
9
10 -
11 B
12 -
L )

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA¥*)

*) Coret yang tidak perlu

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota

Anggota

.............................................

---------




MODEL EB-3
PEMEKARAN

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

KABUPATEN/KOTA*) E sreseseesmseese s nese s snari
PROVINSI E emeesesereemeeer_ oo
DAERAH PEMILIHAN L oeeeesereeemeeeessseeessssre e e
NO. PARTAI POLITIK e NAMA CALON TERPILIH SUARA SAH | T EEAT

T 2z 3 4 5 6
1 o -
2
3
4
5
: )
i o
8

ur 9 :
10 :
11 i .
12 ) B

20..

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ...ciuvinininimns s s sssss sisssssnsons

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota L.

.......... Anggota

*) Coret yang tidak perlu




MODEL EB-4

KOP KPU INDUK/PEMEKARAN
PROVINSI
Kepada
Nomor : Yth. Dewan Pimpinan Daerah
Sifat : Segera Partai ......
Perihal : Pemberitahuan Penetapan Terpilih
’ Di-
(Kabupaten Induk)

Berdasarkan putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten v
dalam penetapan terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Penglszan
Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pada Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran
Tahun ..........., serta sesuai ketentuan Pasal 370 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014, bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama

Alamat

Partai Politik
Nomor Urut Dalam
DCT

W

5. Daerah Pemilihan

dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Induk/Pemekaran*)
Pada Kabupaten/Kota®) ...swusssessssoosssonsivs: TR sssesssis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN iisiciccisiiinisssinsasisnssismasssise

o T T T TR T

Tembusan kepada:
1. Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
2. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi;

B YN BOE. cisiciniiiciscssssisisiuossusiinsissionsuimsoisining
....................................................................... POLONG BISINL iviiivicisiisisuiinmimiiinmsicsssssioriss aimssmsisss
Tanda Terima

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama
2. Partai Politik
3. Jabatan dalam kepengurusan : .............

Partai Politik
4. Alamat
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari ............ tanggal ... bulan
............................. tahun ..........., telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota
DPRD Kabupaten/Kota*) e pada  Provinsi  Induk/Pemekaran*) Nomor
.............................. tanggal ............. bulan .........c.ccceeerveeenene. Tahun ............ dari KPU Kabupaten.

Yang Menerima

Tanda TANEAR & ociivmiissinimeis

Nama Lengkap : .......ccccoovvvininnnns



MODEL EB-5
INDUK

REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK

HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

PADA KABUPATEN/KOTA INDUK DAN PEMEKARAN

KABUPATEN/KOTA¥) INDUK : ....ccccimsmmnmnrmnnssmsesmsesssssnsnssnssssssessassssasnss

PROVINSI

=
e

PEROLEHAN KURSI

PARTAI POLITIK

DAPIL .......

JUMLAH

-
_ o PNy W e

p—
(%]

PARTAI NASDEM
PARTAI KEBANGKKITAN BANGSA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PARTAI PDI PERJUANGAN

PARTAI GOLONGAN KARYA

PARTAI GERINDRA

PARTAI DEMOKRAT

PARTAI AMANAT NASIONAL

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
PARTAI HATI NURANI RAKYAT
PARTAI BULAN BINTANG

PARTAI PKP INDONESIA

Jumlah

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) wovevurvessmsssrsssssssussssusssuesnsassans

1. Ketua
2, Anggota.
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

*) Coret yang tidak perlu




MODEL EB-5
PEMEKARAN

REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
PADA DAERAH INDUK DAN PEMEKARAN

KABUPATEN/KOTA¥)
PROVINSI
PEROLEHAN KURSI
NO. PART ATIK
ALY DAPIL ....... DAPIL ....o0ii. DAPIL ......... JUMLAH

1 PARTAI NASDEM

2 PARTAI KEBANGKKITAN BANGSA

3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

4 PARTAI PDI PERJUANGAN

5 PARTAI GOLONGAN KARYA

6 PARTAI GERINDRA

7 PARTAI DEMOKRAT

8 PARTAI AMANAT NASIONAL

9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT

11 PARTAI BULAN BINTANG

12 PARTAI PKP INDONESIA

Jumlah
Sy
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA®) ...cccvminenemrr s s ese e

1 S Ketua =0z Esassiicataminedi
OO | RO~ o Anggota.
A ANGROLA 0 b i
Qi iR Anggota

B RS AREOEE. = = 0000 emmeeseemcectnmereen

*) Qoret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd

HUSNI KAMIL MANIK

suai dengan aslinya




